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NURSAM (E111 12 009), dengan judul Kekuatan Politik Pemimpin Adat
Uwa’ pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sidrap Tahun 2013 Di
bawah bimbingan M.Kausar Bailusy, pembimbing I dan A. Naharuddin
selaku pembimbing II.
Kekuasaan pemimpin adat terkosentrasi dan mendapatkan wujud
empirisnya pada kehadiran mereka di tengah-tengah masyarakat Towani
Tolotang. Dengan kekuasaan simbolik yang dimiliki oleh para pemimpin
adat, memungkinkan mereka untuk bertindak dan mengurusi kehidupan
para pengikutnya, bahkan memobilisasi mereka dengan mudah. Hal ini
tidak lain karena watak paternalistik yang menjadi habitus para penganut
Towani Tolotang mendapatkan bentuknya dari mitologisasi dan sakralisasi
dalam adat. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti, bagaimana pengaruh
uwa’ pada kehidupan politik masyarakat Amparita, sebagai ummat uwa’
apakah kepatuhannya dalam dunia spritual juga mempengaruhi dalam
penentuan pilihan dalam Pilkada. Penelitian ini menggunakan teori elit
tradisional yang diterapkan oleh Zussan Keller dan teori legitimasi Weber
serta beberapa teori dan konsep penunjang lainnya.
Penelitian ini dilaksanakan di, Kecamatan Tellu Limpoe, Kelurahan
Amparita, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan. Waktu
pelaksanaan penelitian ini dimulai dari bulan Juli hingga Agustus 2016.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe
deskriptif. Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini melalui proses
wawancara kepada beberapa informan yang tersebar di Kelurahan
Amparita. Untuk menunjang data primer kemudian penulis menggunakan
data sekunder yang berasal dari sumber-sumber literatur, jurnal,
dokumen, dan atikel yang relevan dengan penelitian ini.
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kepatuhan pada uwa’
dalam dunia spritual ternyata  memiliki pengaruh besar yang berasal dari
legitimasi yang diberikan Masyarakat Tolotang yang mampu memobilisasi
pilihan politik ummat atau Masyarakat Tolotang pada pemilihan kepala
dearah kabupaten Sidrap, dengan menggunakan legitimizing tactics dan
consultation tactics.
Kata kunci: Masyarakat Tolotang, Pilkada kabupaten Sidrap, Uwa’,
Pemimpin Adat.
vABSTRACT
NURSAM (E111 12 009), with the title of the Political Power of
Traditional Leaders Uwa' in Regents Elections Sidrap 2013. Under the
guidance of Kausar Bailusy, Supervisor and A. Naharuddin as a
Supervisor II.
Indigenous leaders have concentration of power and obtain empirical
form on their presence in the midst of society Towani Tolotang. Possessed
symbolic power of indigenous leaders allows indigenous leaders to act
and mobilizing the lives of his followers, even the traditional leaders move
easily. Because the paternalistic character that underlie the adherents
Towani Tolotang obtain a form of mythology and sacralization in culture. It
becomes interesting to be the subject of research, how the influence of
Uwa’ 'in the political life of society as a community Amparita Uwa' if
compliance Uwa' in the world of religion also has an influence in the
determination of political choices in the Regents Election Sidrap in 2013.
This research uses the theory of the traditional elite by Zussan Keller and
Webber legitimacy theory as well as some of the theories and concepts
supporting this research.
This research was conducted in districts Tellu Limpoe, village
Amparita, Sidrap, South Sulawesi province. This research was conducted
in July until August 2016. This research uses a qualitative and descriptive
type. This research using primary data obtained from interviews to several
informants who were in the village Amparita. Secondary data as
supporting data in this research is derived from literature sources,
journals, documents, and articles relevant to this research.
The results of this research revealed that in addition to compliance
with the Uwa 'in the world of religion, it Uwa’ has great influence that
comes from legitimacy given society Tolotang capable of mobilizing
political choice ummat or community Tolotang the regent election Sidrap in
2013 by using legitimizing tactics and consultation tactics.
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1.1. Latar Belakang Masalah
Masyarakat atau manusia yang ada dan pernah ada dalam
kehidupan dunia ini, menerima warisan kebudayaan itu biasanya berupa
gagasan, ide atau nilai-nilai luhur dan benda-benda budaya. Warisan
kebudayaan ini mungkin adalah bagian dari tradisi semesta yang memiliki
corak dan etnis tertentu. Budaya merupakan identitas dan komunitas
suatu daerah yang dibangun dari kesepakatan-kesepakatan sosial dalam
kelompok masyarakat tertentu. Budaya dapat menggambarkan
kepribadian suatu bangsa, sehingga budaya dapat menjadi ukuran bagi
majunya suatu peradaban manusia.
Indonesia adalah negara yang memiliki kebudayaan yang sangat
beragam dan selain itu juga memiliki suku yang berbeda-beda, setiap
suku bangsa membangun dan mengembangkan kebudayaannya itu
melalui pengalaman-pengalaman yang pernah dialaminya dan juga
melalui pengetahuan-pengetahuan yang dimilikinya.1Kebudayaan selalu
menunjukkan adanya derajat menyangkut tingkatan hidup dan
penghidupan manusia. Masyarakat dan kebudayaan merupakan suatu
sistem yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena tidak
ada kebudayaan yang tidak bertumbuh kembang  dari suatu masyarakat.
1 Nani Tulollidkk.Dialog Budaya Wahana Pelestarian dan  Pengembangan Kebudayaan Bangsa.
(Jakarta : 2003) hal 1
2Sebaliknya, tidak ada masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan karena
tanpa kebudayaan tidak mungkin masyarakat dapat bertahan
hidup.Kebudayaan merupakan hasil dari ide-ide dan gagasan-gagasan
yang akhirnya mengakibatkan terjadinya aktifitas dan menghasilkan suatu
karya (kebudayaan fisik) sehingga manusia pada hakikatnya disebut
mahkluk sosial.
Kebudayaan juga mencakup aturan, prinsip, dan ketentuan-
ketentuan  kepercayaan yang terpelihara rapi yang diwariskan secara
turun-temurun pada setiap generasi. Hal ini pun tampak dalam
masyarakat Tolotang yang sejak dahulu dikenal sebagai masyarakat
religius dan memiliki integritas tinggi dalam menjunjung tinggi budayanya.
Sistem lapisan dalam masyarakat dikenal dengan social
stratification.2 Pitirim A. Sorokin mengemukakan bahwa sistem pelapisan
dalam masyarakat mencakup ciri yang tetap dan umum dalam setiap
masyarakat yang hidup dengan teratur.3 Mereka yang memiliki barang
atau sesuatu yang berharga dalam jumlah yang banyak akan menduduki
lapisan atas dan sebaliknya mereka yang memiliki dalam jumlah yang
relatif sedikit atau bahkan tidak memiliki sama sekali akan dipandang
mempunyai kedudukan yang rendah. Lebih lanjut Pitirim A. Sorokin
menyatakan bahwa stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau
masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Perwujudannya
2 Kata stratifikasi berasal dari stratum(jamaknya : strata yang berarti lapisan). Pelapisan sosial
adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat (secara
herarkis).
3Bagong, Suyanto J. Dwi Narwoko..Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan. (Jakarta:2004)
3adalah kelas-kelas tinggi dan kelas-kelas yang lebih rendah. Ukuran yang
dipakai untuk menggolong anggota-anggota masyarakat ke dalam suatu
lapisan adalah kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan ilmu pengetahuan.
Pengertian kepala adat adalah adalah bapak masyarakat, dia
mengetuai persekutuan sebagai ketua suatu keluarga besar, dia adalah
pemimpin pergaulan hidup dalam persekutuan4. Kehidupan masyarakat
yang bercirikan masyarakat adat peranan kepala adat mempunyai posisi
sentral dalam pembinaan dan kepemimpinan masyarakat. Kepala adat
selaku kepala pemerintahan juga sekaligus menjadi hakim dalam
penyelesaian sengketa di masyarakat hukum adat.
Masyarakat mempunyai sistem pelapisan sosial yang berbeda
antara satu golongan dengan golongan yang lainnya, pada komunitas
Tolotang pelapisan masyarakat didasarkan pada sistem pertalian darah
dan keturunan, namun dalam gelar bangsawan Tolotang tidaklah sama
dengan yang dipakai dikalangan masyarakat Bugis, ukuran ini tidak lepas
dari sejarah Tolotang itu sendiri. Golongan Uwa’ menempati posisi
tertinggi, pada tingkatan ini terbagi pada dua gologan yakni Uwatta
sebagai toko sentral dan Uwa’ yang berada satu tingkat di bawahnya,
kemudian golongan To Sama, yang terdiri dari masyarakat biasa.
Komunitas Towani Tolotang di pimpin oleh seorang pimpinan
tertinggi yang disebut ”Uwatta” dan Uwa’-Uwa’ yang memimpin kelompok-
kelompok kecil di bawahnya. Di Amparita terdapat lebih dari satu uwattta,
4Soepomo Poedjosoedarmo dkk.Morfologi Bahasa Jawa. (Jakarta: 1979). Hal 45
4namun dalam menentukan suatu keputusan uwatta melakukan rapat dan
memutuskannya berdasarkan hasil kesepakatan bersama, kemudian
keputusan yang telah disepakati disebar keseluruh pengikutnya melalui
Uwa’.Pengangkatan seorang Uwa’tta dapat ditunjuk oleh uwatta yang
lama sebelum ia meninggal atau dipilih oleh di antara Uwa’-Uwa’ sebelum
mayat uwatta yang lama dikuburkan. Jabatan uwatta dan Uwa’ dapat
dipegang oleh laki-laki dan perempuan, dan orang yang menempati
kedudukan itu lazim disebut sebagai ”Pemegang Bunga”. Ada tidaknya
jabatan Uwa’ pada diri seseorang dan keluarganya sekaligus
memperlihatkan status seseorang itu dalam stratifikasi sosial mereka.
Uwatta dan para Uwa’ beserta seluruh keluarganya dipandang sebagai
keturunan langsung dari pendiri lalu ditaati karena dinilai sama dengan
pendiri kepercayaan itu sendiri.
Konteks sistem politik masyarakat Tolotang dipimpin oleh  para
Uwatta dan Uwa’. Para pemimpin adat ini menjadi benteng pertahanan
sekaligus penjaga adat dalam berbagai perubahan sosial dan dinamika
politik. Kekuasaan adat terkosentrasi dan mendapatkan wujud empirisnya
pada kehadiran mereka di tengah-tengah masyarakat Towani Tolotang.
Kekuasaan simbolik (symbolic power) yang dimiliki oleh para pemimpin
adat, memungkinkan mereka untuk bertindak dan mengurusi kehidupan
para pengikutnya, bahkan memobilisasi mereka dengan mudah. Hal ini
tidak lain karena hal ini disebabkan ketegantungan pengikutnya terhadap
sosok pemimpinnya dalam menafsirkan aturan-aturan tidak  tertulis yang
5telah disepakati oleh para penganut Towani Tolotang mendapatkan
bentuknya dari mitologisasi dan sakralisasi dalam adat. Pemimpin adat
Tolotang atau Uwa’ ini tidak memiliki status yang resmi di tingkat formal,
namun memiliki pengaruh yang besar terhadap masyarakat Tolotang,
bahkan dapat dikatakan bahwa pemimpin adat ini merupakan
keseimbangan yang tidak nampak dalam masyarakat dan mempunyai
tingkat kemampuan interaksi tatap muka yang cukup tinggi.
Uwa’ atau uwatta sebagai pemimpin tertinggi dalam masyarakat
Tolotang tentu punya andil yang besar dalam mengurusi masyarakatnya.
Uwa’ dalam kapasitasnya sebagai pemimpin agama di wilayah Amparita
sangat membantu  pemerintah lokal. Uwa’ sangat disegani dan dihormati
oleh masyarakat setempat sehingga juga melahirkan wibawa pemimpin
agama ini relatif besar, sehingga masyarakat akan taat pada kebijakan
yang diambil oleh Uwa’ sehingga dapat membantu pemerintah dalam
menjalankan roda pemerintahan.
Kontestasi politik seperti pemilihan umum dapat memberi ruang
bagi tokoh-tokoh masyarakat lokal untuk mengaktualkan setiap gagasan
ataupun kepentingan politik karena pemimpin agama mempunyai ikatan
emosional dengan masyarakat, maka untuk mengakomodir beberapa
gagasan untuk kepentingan masyarakat, pemimpin adat diharapkan
mampu menyambut kebijakan pemerintah. Keberadaan pemimpin adat
seperti yang ada pada Tolotang, cenderung masih terikat oleh nilai-nilai
6budaya tradisi dan ikatan kulturalnya. Kekuatan pemimpin adat bertumpu
pada ikatan primordial.
Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung5 oleh rakyat
adalah sebuah sistem yang menjadi karakteristik demokrasi modern.
Pilkada secara langsung memiliki korelasi yang sangat erat dengan
pelaksanaan kedaulatan rakyat. Rakyat dapat menentukan sendiri
pemimpin di daerahnya, sehingga terjalin hubungan yang erat antara
kepala daerah dengan rakyat yang dapat mendorong terwujudnya
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis dan partisipatif.
Uwa’ sebagai pemimpin masyarakat Tolotang, karena
kesabarannya, ketegasannya dan keteladananya yang dapat memberikan
pengaruh positif dan kharismatik pada masyarakatnya, demikian
kekuasaan Uwa’ Tolotang bukanlah jabatan yang syarat dengan
kekuasaan dan kekayaan tetapi, posisi kehormatan yang syarat dengan
tanggung jawab untuk mengurus dan melindungi tanah, penduduk,
keamanan, hubungan-hubungan sosial dan sebagainya. Sehingga Uwa’
sangat besar mempengaruhi masyarakat Tolotang.
Kesolidan dan kepatuhan pengikut Towani Tolotang pada Uwa’nya,
justru menjadi salah satu daya tarik penting bagi para politisi yang akan
bertarung pada pemilihan legislatif ataupun pemilihan kepala daerah untuk
menarik dukungan. Karena para pengikut komunitas Towani Tolotang
5Ketentuan UU No.No 8 Tahun2015 dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD
1945yang menentukan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masingsebagai kepala
pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilihsecara demokratis.
7senatiasa menunggu fatwa dari Uwa’nya sebelum menjatuhkan pilihan
kepada salah satu kandidat.
Pilkada Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan,
dilakukan 29 Agustus 2013. Ada tujuh pasangan calon sebegai peserta
pilkada. Tiga calon perseorangan dan empat calon diusung partai. 1. Muh.
Saleh S Ali dan Andi Sukri Baharman. 2. Rafiddin Hamoes dan Bahari
Parawansa. 3. Andi Faisal Ranggong dan Sunarto Ngatek. 4. Andi
Walahuddin Habib dan Yuriadi Abadi. 5. Husni Zainal dan Doddin T. 6.
Rusdi Masse dan Dollah Mando. 7. Insan Parenrengi Tanri dan Kemal
Baso Cammi. Dimenangkan oleh Rusdi Masse dan Dollah Mando.
Dengan perolehan suara 57,93 Persen.
Hubungan antara Uwa’ dengan yang terpimpin atau dalam hal ini
masyarakat Tolotang termasuk hubungan yang dalam ilmu sosiologi di
sebut hubungan asimetris, yaitu pihak pertama dapat menimbulkan
pengaruh yang lebih besar terhadap pihak kedua dan sebaliknya pihak
kedua tidak dapat menimbulkan pengaruh efek yang sama kepada pihak
pertama. Hal ini terjadi karena pihak pertama Uwa’ memiliki beberapa
tujuan macam sifat yang semestinya dimiliki oleh seorang pemimpin  yaitu
Sifat yang disenangi warga masyarakat pada umumnya,  Keahlian yang
diperlukan dan diakui masyarakat Tolotang, proses pengesahan Uwa’
resmi menurut prosedur yang telah ditetapkan oleh adat masyarakat yang
bersangkutan. Lambang – lambang pimpinan resmi yang telah ditentukan
oleh adat dalam masyarakat Tolotang, Kemampuan untuk
8mempergunakan kekuatan fisik yang nyata untuk mempertahankan
system nilai yang dianut secara turun temurun.6
Penjelasan diatas sejalan dengan observasi awal penulis,
dijelaskan oleh salah seorang tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan
Amparita. Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan kurangnya
studi yang mengangkat permasalahan Tolotang pada kabupaten Sidrap,
maka penulis berkeinginan untuk menganalisis secara ilmiah mengenai
pengaruh Uwa’ pada masyarakat Tolotang, untuk wacana kekuatan politik
pemimpin adat.
Adapun yang menjadi acuan penulis dengan penelitian sebelumnya
adalah, “kekuatan politik pemangku adat ammatoa” namun, tentu
perbedaaan dengan acuan sebelumnya adalah jika, masyarakat ammatoa
tertutup dengan modernisasi maka berbeda masyarakat Tolotang yang
komunitasnya tidak tertutup dengan dunia luar, atau dengan kata lain
mereka dalam berinteraksi sangat terbuka. Hal ini dapat dilihat dengan
lancarnya alat transportasi dari kota Sidrap ke Amparita, dimana
komunitas Tolotang berdomisili. Kemudian, hal yang lain yang dapat kita
temukan, banyak putera-puteri mereka disekolahkan sampai perguruan
tinggi (pada beberapa perguruan tinggi di kota Makassar kita dapat
menemukan mereka).
Walaupun dalam kehidupan keseharian mereka sangat terbuka dan
menerima yang namanya kemoderenan, namun tetap saja mereka
6 Syahruddin, Emilia.2012. Peranan KepemimpinanTolotang Bentengd alam Pemerintahan Yang
Baik di Kelurahan Amparita, Kecamatan Tellu LimpoE, Kabupaten Sidenreng Rappang. Stisip
Muhammadiyah Rappang, Sulawesi selatan. Hal.4 -5 Bab2.
9mempertahankan kebiasaan (tradisi) yang mereka pegangi. Misalnya
kehidupan mereka yang tidak individualis (kolektif), Bahkan pakaian khas
Tolotang masih dapat kita lihat walaupun yang mengenakan pakaian ini
sudah terbatas pada orang tua saja. Kemudian jika Ammatoa merupakan
representase pemimpin makassar, maka Uwa’ merupakan representase
dari pemimpin bugis.
Penulis akan memfokuskan penelitian dalam konsep pemilukada
karena pemilukada merupakan salah satu bentuk partisipasi politik yang
sangat menyentuh dan berhubungan langsung dengan kehidupan
masyarakat Tolotang yang menempati wilayah Sidrap.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas penulis tertarik untuk
memahami dan melakukan penelitian mengenai “Analisis kekuatan Aktor
Pemimpin Adat Uwa’ Tolotang Pada Pemilihan Kepala Daerah Sidrap
Tahun 2013”.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah
penelitian yang menjadi fokus perhatian adalah sebagai berikut :
“Bagaimana pengaruh Uwa’ pada masyarakat Tolotang sehingga
dapat mempengaruhi pilihan politik dalam pemilihan kepala daerah
Kabupaten Sidrap tahun 2013 ?”
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1.3. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis
kekuatan politik pemimpin adat Tolotang dalam menentukan pilihan politik
para pengikutnya pada Pemilihan Kepala Daerah 2013 Kabupaten Sidrap.
1.4 Manfaat Penelitian
1. Manfaat  Teoritis :
a. Menjawab fenomena sosial-politik yang ada khususnya dalam
berpolitikan lokal yang terdapat di masyarakat Tolotang di
kelurahan Amparita.
b. Menunjukan secara ilmiah mengenai kekuatan politik pemimpin
adat Uwa’.
c. Memperkaya khasanah kajian Ilmu politik untuk perkembangan
keilmuan, khususnya politik kontemporer.
2. Manfaat Praktis :
a. Memberikan bahan rujukan kepada masyarakat yang berminat
dalam memahami realitas kekuatan politik pemimpin adat Uwa’
pada masyarakat Tolotang
b. Memberikan informasi kepada praktisi politik memahami
realitas kekuatan politik pemimpin adat Uwa’ pada masyarakat
Tolotang.




Bab ini membahas tentang teori atau konsep yang erat kaitannya
dengan kekuatan politik pemimpin adat Uwa’ hal tersebut akan dijadikan
kerangka berpikir dalam pembahasan selanjutnya.Bab ini bermaksud
untuk menguraikan beberapa konsep dan teori berkaitan dengan
penelitian ini.Penulis uraikan mengenai Kekuatan politik, teori aktor,
kekuatan elit lokal, patron klien, kemudian di uraikan dengan pendekatan
lainnya.
2.1. Kekuatan Politik
Kekuatan (strength) menurut Hannah Arendndt merupakan sifat
atau karakter yang di miliki setiap individu. Pada hakekatnya kekuatan
berdiri sendiri, namun keberadaan kekuatan dapat dilihat dari relasi antara
individu terkait dengan orang lain. Kekuatan dapat dipengaruhi Individu
yang sangat kuat dapat juga terpengaruh. Pengaruh yang masuk
terkadang tampak seperti ingin memperkuat individu yang bersangkutan,
namun sesungguhnya memiliki potensi melakukan pengrusakan terhadap
kekuatan7.Konsep-konsep yang berkaitan dengan kekuatan yakni :
1. Influence atau pengaruh, yaitu bagimana seseorang mampu
mempengaruhi agar orang lain berubah secara sukarela.
2. Persuasif yaitu cara meyakinkan orang dengan memberikan
argumentasi.
7 Rieke Diah Pitaloka. Kekerasan Negara Menular Ke Masyarakat (Jakarta: 2004). Hal 60
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3. Manipulasi adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain
namun yang dipengaruhi tidak menyadari.
4. Coersion adalah ancaman atau paksaan agar orang lain sesuai
dengan kehendak yang punya kekuasaan.
5. Force yaitu tekanan fisik, seperti membatasi kebebasan
Kekuatan-kekuatan politik menurut Miriam Budiarjoa adalah bisa
masuk dalam pengertian individual maupun dalam pengertian
kelembagaan.8 Pengertian yang bersifat individual, kekuatan- kekuatan
politik tidak lain adalah aktor-aktor politik atau orang-orang yang
memainkan peranan dalam kehidupan politik. Orang-orang ini terdiri dari
pribadi- pribadi yang hendak mempengaruhi proses pengambilam
keputusan politik. Secara kelembagaan di sini kekuatan politik sebagai
lembaga atau organisasi ataupun bentuk lain yang melembaga dan
bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam
sistem politik.
Kekuatan-kekuatan politik menurut Efffendi Baktiar adalah segala
organisasi non politik yang berperan dan berpengaruh serta terlibat
secara aktif didalam dunia politik.Kekuatan politik menjadi dua sub bagian
besar, yakni kekuatan politik formal dan kekuatan politik non-formal.9
Aspek potensial tertranformasikannya menjadi kekuatan poltik
sebagaimana yang dikatakan oleh Efffendi Baktiar yakni:10
8Miriam Budiardjo.Partisipasi dan Partai Politik, (Jakarta: 1998). Hal 52




1. Kekuatan-kekuatan politik yang formal mengambil bentuk kedalam
partai-partai politik dan militer.
2. Kekuatan politik yang non-formal adalah merupakan bagian dari
bangunan civil society, dalam hal ini dapat dimasukkan : dunia
usaha, kelompok professional dan kelas menengah, pemimpin
agama, kalangan cerdik (intelektual, lembaga-lembaga (pranata-
pranata masyarakat), dan media massa.
Kekuatan politik adalah segala sumber daya politik yang digunakan
seseorang untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan.Fungsi
Kekuatan politik yaitu :
1. Mempengaruhi kebijakan mulai dari proses pembuatan sampai
jalannya kebijakan tersebut.
2. Keseimbangan kekuatan .
3. Agregator dan artikulator kepentingan Pendekatan Analisa
Kekuatan Politik meliputi :
a. Pendekatan struktural yang melihat peran dan fungsi
sesorang/masyarakat dalam sebuat struktur/sistem.
Struktur : kinerja.
b. Pendekatan Perilaku (Behavior) yang melihat konflik tidak
selamanya negatif
Penulis melihat sumber kekuatan politik di era reformasi terdiri dari:
1. Sarana paksaan fisik seperti senjata, teknologi dan lain-lain.
2. Kekayaan seperti uang, tanah, bankir, pengusaha.
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3. Normatif seperti pemimpin agama, kepala suku atau pemerintah
yang diakui.
4. Popularitas pribadi, seperti bintang film, pemain sepakbola.
5. Jabatan keahlian seperti pengetahuan, teknologi, keterampilan.
6. Massa yang terorganisir seperti organisasi buruh, petani, guru.
7. Informasi seperti pers yang punya kemampuan membentuk opini
publik.
Penulis mendefinisikan kekuatan politik ialah kapasitas organisasi
untuk mempengaruhi atau berusaha mengubah perilaku orang lain
sehingga mau melakukan sesuatu, yang dia sendiri tidak memiliki pilihan
lain untuk tidak melakukannya.Kekuatan politik selalu mencerminkan
masalah dalam sejarah dan struktural di mana kekuatan-kekuatan politik
itu tumbuh,berkembang dan melakukan peranan.
Kekuatan politik bukan hanya paksaan atau kekerasan atau
manipulasi tetapi bisa juga konsensus dan kerelaan. Proses kekuatan
politik dapat berlangsung dengan baik, dapat dipahami jika kita melihat
dari persfektif teoritis system politik suatu negara yakni dengan cara
melakukan pendekatan yang disebut “teori struktural fungsional”. Teori ini
bertitik tolak dari asumsi dasar, bahwa dalam sistem politik terdapat
fungsi-fungsi yang harus ada demi kelangsungan kekuatan politik itu
sendiri.Fungi-fungsi yang dimaksudkan dalam system politik itu adalah
fungsi input dan fungsi output. Studi ini memusatkan perhatian pada
fungsi input yang terdapat di dalam struktur politik (infrastrukur politik)
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seperti misalnya partai politik, kelompok-kelompok kepentingan dilihat
sebagai kekuatan-kekuatan politik menjadi ukuran dalam sistem politik.
2.2 Elit Tradisional
Kajian tentang peran aktor dalam proses demokrasi lokal menjadi
penting untuk dilakukan mengingat dua hal : Pertama, dalam kaitannya
dengan budaya politik lokal, aktor adalah agency budaya, disatu sisi aktor
merupakan penerus nilai-nilai budaya politik yang tumbuh dan
berkembang di ranah lokal. Namun, disisi lain aktor juga merupakan
produsen (kreator) budaya, dimana perilaku politik aktor mempengaruhi
perubahan dan kesinambungan nilai-nilai budaya politik lokal.Peran aktor
merupakan salah satu kunci penting keberhasilan demokrasi karena
tingkah laku aktor dan kebijakan yang dihasilkan mempunyai arti penting
dan juga berpengaruh terhadap konsolidasi demokrasi.Kedua dalam
kaitannya dengan demokrasi, proses transisi politik yang berlangsung di
Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir telah memberikan wadah,
sekaligus menempatkan para aktor baik diaras nasional maupun lokal.11
` Untuk menganalisa penelitian ini peneliti menggunakan pemikiran
Suzanne Keller tentang peranan elit tradisional. Elit politik adalah individu
atau kelompok yang memiliki pengaruh dalam proses pengambilan
keputusan politik12. Jika mengacu pada elit lokal adalah individu yang
11Zuhro, R. S. Dkk. Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kesinambungan Nilai-nilai Budaya Politik di
Jawa Timur, Sumatera Barat,Sulawesi Selatan, dan Bali (Yogyakarta: 2009) Hal 2
12 Keller, Suzanne. 1995. Penguasa dan Kelompok Elit, Peranan Elit Penentu dalam Masyarakat Modern.
Jakarta: PT. Raja Grafindo
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memegang peran penting dalam keputusankeputusan politik pada tingkat
lokal. Keller berpendapat bahwa konsep mengenai elit yaitu:
1. Elit menunjuk kepada suatu minoritas pribadi-pribadi yang
diangkat untuk melayani suatu kolektivitas dengan cara yang bernilai
sosial.
2. Elit sebagai minoritas yang sifatnya sangat efektif dan
bertanggung jawab dengan orang lain, tempat golongan elit itu
memberikan tanggapannya.
Golongan elit tradisional itu termasuk mereka yang berhasil
menjadi pemimpin berdasarkan adat istiadat, pewaris atau budaya lama.
Elit ini tidak seharusnya statis dan tidak bertentangan dengan kemajuan
barat, kuasa elit tersebut berdasarkan tradisi, keluarga dan agama. Elit
tradisional termasuk pemimpin agama, golongan elit tradisional, tuan
tanah dan orang-orang dari kawasan yang telah diberi hak istimewa oleh
pemerintah kolonial. Seorang anggota elit dapat menganggotai beberapa
kategori tersebut misalnya, seseorang anak raja mungkin juga seorang
pemimpin agama juga dapat menjadi seorang tuan tanah yang
mempunyai beberapa kepentingan tertentu.
Dalam sebuah kelompok masyarakat terdapat beberapa individu
yang memiliki pengaruh dan peranan yang kuat, mereka inilah yang
disebut elit13. Teori elit merupakan teori yang berasumsi bahwa yang
13 ibid
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menentukan dinamika kehidupan politik suatu wilayah berada pada elit
politik. Berikut adalah beberapa pengertian tentang elit:
a. Elit Politik mencakup semua pemegang kekuasaan dalam suatu
bangunan politik, elit ini terdiri dari mereka yang berhasil mencapai
kedudukan dominan dalam sistem politik dan kehidupan masyarakat.
Mereka memiliki kekuasaan, kekayaan dan kehormatan.
b. Elit politik adalah mereka yang memiliki jabatan politik dalam system
politik. Jabatan politik adalah status tertinggi yang diperoleh setiap warga
negara. Dalam sistem politik apapun, setiap struktur politik atau struktur
kekuasaan selalu ditempati oleh elit yang disebut elit politik atau elit
penguasa.
c. Elit adalah mereka yang menduduki posisi komando pada pranata-
pranata utama dalam masyarakat, dengan kedudukan tersebut para elit
mengambil keputusan keputusan yang membawa akibat yang dirasakan
oleh seluruh lapisan masyarakat.
Keller mengungkapkan bahwa elit yang berpengaruh dalam kondisi
masyarakat yang modern dan dalam nuansa heterogonitas disebut elit
strategis. Dalam kondisi modern, elit strategis dilengkapi dengan
kemampuan yang mumpuni di berbagai segmen. Dalam penelitian ini, elit
tradisional dianggap sebagai elit strategis sebagai orang yang memiliki
kemampuan berkuasa lebih tinggi dibanding masyarakat yang lain
sehingga memiliki dampak penghormatan yang berlebih dari pengikutnya.
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Dari pemikiran di atas memberikan sebuah gambaran bahwa
peranan elit dalam sebuah masyarakat tidak dapat dihilangkan. Sebagai
tokoh yang berpengaruh, elit dapat mendorong massa menuju kepada
arah untuk mewujudkan kepentingannya. Seiring dengan perubahan dan
perkembangan bangsa Indonesia, tentu saja membawa dinamika yang
mempengaruhi munculnya elit-elit baru yang lebih kompleks. Bahkan,
mengurangi peranan dari elit-elit lama, seperti peranan elit keturunan
kerajaan.
2.3. Paternalistik
Paternalistik artinya memiliki kesan kebapakan, sedangkan
paternalisme adalah sistem kepemimpinan yang menunjukkan hubungan
kerja antara atasan dan bawahan dilaksanakan seperti hubungan bapak
dengan anak, maka kepemimpinan paternalistik adalah pemimpin yang
perannya diwarnai oleh sikap kepakbapakan dalam arti bersifat
melindungi, mengayomi dan menolong anggota organisasi yang
dipimpinnya. Tipe kepemimpinan ini banyak terdapat dilingkungan
masyarakat yang masih bersifat tradisional, umumnya di masyarakat yang
agraris14 popularitas pemimpin yang paternalistik dilingkungan yang
demikian ini disebkan oleh bebrapa faktor, seperti:
a. kuatnya ikatan primordial
b. “extented family system“
c. Kehidupan masyarakat yang kumunalistik
14 http://abdulwakit.blogspot.co/2011/03/gaya-kepemimpinan.html
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d. Peranan adat istiadat yang sangat kut dalam kehidupan
bermasyarakat
e. Masih dimungkinkannya hubungan pribadi yang intim antar
seorang anggota masyarakat dengan anggota masyarakat
laiinnya.
Pemimpin merupakan tempat  bertanya dan menjadi tumpuan
harapan bagi pengikutnya dalam menyelesaikan masalah-maslahnya.
Persepsi seorang pemimpin yang paternalistik yang berperannya dalam
kehidupan organisasional dapat dikatakan diwarnai oleh pengikutnya.
Para bawahan biasanya mengharapkan seorang pemimpin yang
paternalistik mempunyai sifat yang tidak mementingkan diri sendiri
melainkan memberikan perhatian terhadap kepentingan dan
kesejahteraan para bawahannya. Sehingga tidak jarang terjadi sebagai
akibat dari adanya pandangan bahwa para bawahan itu belum dewasa.
Ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari tipe kepemimpinan
paternalistik ini diantanya adalah:
a. Kelebihan
1. Pemimpin dihormati oleh bawahannya
2. Mengutamakan kebersamaan
3. Pemimpin berperan sebagi pelindung
b. Kekurangan
1. Menganggap bawahnnya belum dewasa
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2. Bawahan tidak dimanfaatkan sebagai sumber informasi, ide dan
saran.
3. Bawahan sealu tergantung pada pimpinan dalam menjalankan
tugas dan tanggung jawab.
Pola hubungan pemimpin-pengikut dalam pola paternalistik
dikatakan bahwa pemimpin yang dominan. Pengikut tidak bisa melawan
apa yang dikatakan oleh pemimpin. Pola hubungan paternalistik pemimpin
dianggap sebagai sosok arif dan bijaksana, yang selalu dimintai petujuk
serta bimbingan para anak buahnya atau pengikutnya untuk mencapai
tujuan yang diharapkan pemimpin.15
Pola paternalistik, biasanya disosialisasikan sebagai hubungan
bapak-anak, dimana bapak adalah sosok yang tidak pernah melakukan
kesalahan dan tidak boleh dilawan. Hubungan paternalistik juga serupa
dengan hubungan antara mentor dan protage.16
2.4. Legitimasi kekuasaan
Kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk
mempengaruhi tingkah laku orang lain sehingga orang lain menjadi sesuai
dengan yang diinginkan oleh orang yang memiliki kekuasaan tersebut.17
Namun dalam mempelajari kehidupan politik, kekuasaan tidak hanya
sebagai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain akan tetapi juga
dipandang sebagai kemampuan untuk mempengaruhi proses pembuatan
15 Alfan Alfian, Wawasan Kepemimpinan Politik, Perbincangan Kepemimpinan di Ranah
Kekuasaan. (Penjuru Ilmu Sejati Bekasi,2016) hal, 575
16 Ibid.
17 Haryanto, Kekuasaan Elit : Suatu Bahasan Pengantar. (Yogyakarta : Fisipol Universitas Gadjah
Mada, 2005), hal.3
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kebijaksanaan yang mengikat seluruh anggota masyarakat. Suatu
kekuasaan akan memunculkan sebuah kewenangan. Laswell dan Kaplan
menyatakan bahwa wewenang (authority) merupakan sebuah kekuasaan
formal, atau dengan kata lain wewenang merupakan kekuasaan yang
memiliki keabsahan atau legitimasi.
Kewenangan seseorang belum lengkap jika seseorang belum
mendapatkan legitimasi. Legitimasi merupakan penerimaan dan
pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah,
membuat, dan melaksanakan keputusan politik. Secara garis besar
legitimasi merupakan hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin,
hubungan itu lebih ditentukan oleh yang dipimpin karena penerimaan dan
pengakuan atas kewenangan hanya berasal dari yang diperintah.
Secara umum alasan utama mengapa legitimasi menjadi penting
bagi pemimpin pemerintahan.18 Pertama, legitimasi akan mendatangkan
kestabilan politik dari kemungkinan-kemungkinan untuk perubahan sosial.
Pengakuan dan dukungan masyarakat terhadap pihak yang berwenang
akan menciptakan pemerintahan yang stabil sehingga pemerintah dapat
membuat dan melaksanakan keputusan yang menguntungkan
masyarakat umum. Pemerintah yang memiliki legitimasi akan lebih mudah




Adanya pengakuan seseorang terhadap keunggulan orang lain
pada hakekatnya menunjukkan adanya keabsahan atas keunggulan yang
dimiliki fihak yang disebut belakangan. Pengakuan tersebut murni
diperlukan karena tanpa adanya pengakuan tersebut, maka keunggulan
yang dimiliki seseorang tidak mempunyai makna apapun. Menurut
Gaetano Mosca, pengakuan terhadap keberadaan elit yang dapat
dinyatakan sebagai suatu legitimasi ini di istilahkan sebagai suatu ‘political
formula’ yang maksudnya adalah terdapatnya suatu keyakinan yang
menunjukkan mengapa ‘the rullers’ dipatuhi kepemimpinannya.19
Secara keabsahan, legitimasi berasal dari bahasa latin “lex” yang
berarti “hukum”. Kata legitimasi identik dengan munculnya kata-kata
seperti legalitas, legal, dan legitime. Oleh karena itu, sesuatu yang tidak
legal (lebih umum dengan sebutan ilegal) dianggap diluar peraturan yang
sah, meskipun peraturan tersebut diciptakan sendiri oleh pembuatnnya.
Pengertian selanjutnya, legitimasi sebagai penerimaan dan pengakuan
masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat
dan melaksanakan keputusan politik.
konsep legitimasi berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap
kewenangan. Artinya apakah masyarakat menerima dan mengakui hak
moral pemimpin untuk membuat dan melaksanakan keputusan hak yang
mengikat masyarakat ataukah tidak. Apabila masyarakat menerima dan
mengakui hak moral pemimpin untuk membuat dan melaksanakan
19 Mark N. Hagopian, Regimes, Movements and Ideologies, dalam Haryanto, Kekuasaan Elit :
Suatu Bahasan Pengantar. (Yogyakarta : Fisipol Universitas Gadjah Mada, 2005), hal.145
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keputusan yang mengikat masyarakat maka kewenangan itu
dikategorikan sebagai berlegitimasi. Madsudnya, legitimasi merupakan
penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin
untuk memerintah, membuat dan melaksanakan keputusan politik.
Hanya anggota msayarakat saja yang dapat memberikan legitimasi
pada kewenangan pemimpin yang memerintah. Pihak yang memerintah
tidak dapat memberikan legitimasi atas kewenangannya. Pemimpin
pemerintahan bisa saja mengklaim kewenangan, dan berusaha
menyakinkan masyarakat bahwa kewenangannya sah dan legitimate.
Namun demikian, masyarakat yang dipimpin yang menentukan apakah
kewenangan itu berlegitimasi atau tidak.
Dari beragam konsep diatas, dapat disimpulkan rumusan dari
legitimasi bahwa konsep legitimasi berkaitan dengan konsep kekuasaan
dan kewenangan yang menekankan hubungan antar pemimpin dan yang
dipimpin. Dalam hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin, titik
tekanan dari legitimasi adalah keabsahan. Keabsahan disini selalu
diartikan sebagai sifat normatif. Mempertayakan keabsahan wewenang
kekuasaan berarti legitimasi selalu berkaitan dengan sikap masyarakat
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Max Weber menyatakan
pendapatnya bahwa terdapat tiga macam ‘legitimate domination’ yang
menunjukkan dalam kondisi seperti apa sehingga seseorang atau
sekelompok orang mampu mendominasi sejumlah besar orang lainnya.20
20 Max Weber, Legitimate Domination, dalam Haryanto, Ibid., hal.145-146
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Ketiga macam legitimate domination tersebut adalah: (a) traditional
domination, (b) charismatic domination, dan (c) legal-rational domination.
a. Traditional Domination (Dominasi Tradisional)
Dominasi ini mendasarkan pada tradisi yang ada dan berlaku di
tengah-tengah masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian
legitimasi yang diperoleh elit tentu saja didasarkan pada tradisi yang ada
dan berlaku. Dalam dominasi tradisional dapat diketemukan massa
dengan kepercayaan yang mapan terhadap kesucian tradisi yang ada.
Sehingga pada gilirannya individu-individu yang terpilih sebagai pemimpin
yang berkuasa bukan dilihat dari kharisma atau kemampuan yang
dimilikinya, tetapi semata-mata atas dasar kesepakatan bersama anggota-
anggota masyarakat yang sudah mentradisi.
Dalam dominasi tradisional ini hubungan yang terjadi antara elit
dan massa tidak jarang merupakan sebuah hubungan yang lebih
bernuansa personal. Kesempatan massa untuk direkrut sebagai staf
administrasi dilihat berdasarkan pada pertimbangan loyalitas pribadi
bukan berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Hal ini menunjukkan bahwa
massa mempunyai kesetian yang tinggi terhadap penguasa, dan
sebaliknya penguasa juga mempunyai kewajiban untuk memenuhi segala
kebutuhan massa. Akan tetapi walaupun terdapat ikatan yang sangat kuat
antara massa dan elit penguasa, masih saja terdapat keleluasaan bagi
penguasa secara pribadi mempergunakan otoritasnya sesuai dengan
kehendaknya.
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b. Charismatic Domination (Dominasi Karismatik)
Dominasi Karismatik merupakan dominasi yang mendasarkan pada
kharisma yang melekat pada diri seseorang. Perihal kharisma, Weber
memberi pengertian sebagai “suatu sifat tertentu dari suatu kepribadian
seorang individu berdasarkan mana orang itu dianggap luar biasa dan
diperlakukan sebagai seseorang yang mempunyai sifat unggul atau paling
sedikit dengan kekuatan-kekuatan yang khas dan luar biasa”.21 Elit atau
penguasa yang kemunculannya didasarkan pada kharisma yang dimiliki,
pada umumnya akan berupaya menunjukkan bukti tentang keelitannya
dengan cara menunjukkan kemampuannya untuk melakukan hal-hal yang
tidak mampu dilakukan oleh orang awam, pada umumnya merupakan hal-
hal yang bersifat ajaib. Semakin mampu seorang individu menunjukkan
bukti-bukti yang hebat dan relatif langka, maka akan semakin tinggi pula
legitimasi yang akan diperolehnya sebagai elit yang berkuasa.
c. Legal-Rational Domination
Dominasi ini pada hakekatnya didasarkan pada kesepakatan
anggota masyarakat terhadap seperangkat peraturan yang diundangkan
secara resmi. Individu yang berperan sebagai elit di masyarakat yang
memberlakukan dominasi tipe ini diakui keberadaanya atas kemampuan
yang dimilikinya dan persyaratan menurut peraturan yang berlaku.
Demikian pula dengan seleksi bagi individu-individu yang dapat
21 Anthony Giddens, Kapitalisme dan Teori Sosial Modern, (Jakarta: UI Press, 1986). hal. 192-193
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menduduki posisi elit ini juga diatur secara tegas oleh peraturan yang
secara resmi berlaku. Persyaratan-persyaratan yang diajukan untuk
menduduki posisi tertentu belum tentu sama dengan posisi lain yang
dibutuhkan, karena semakin tinggi posisi yang dituju, persyaratan yang
harus dipenuhi juga semakin tinggi pula begitu pula dengan kemampuan
yang dimiliki juga harus semakin besar. Sebagai akibat dari kesepakatan-
kesepakatan tersebut, maka individu-individu yang tidak memiliki
kemampuan akan sulit untuk dapat menduduki posisi tertentu sebagai elit.
Hanya individu-individu yang mempunyai kemampuan dan dipandang
telah memenuhi persyaratan yang bisa mendapatkan legitimasi.
Tipe-tipe legitimasi sebagaimana dipaparkan diatas, pada tataran
realita masyarakat biasanya tidak berjalan sendiri-sendiri, artinya
dimungkinkan lebih dari satu tipe legitimasi diterapkan di suatu
masyarakat.
Menurut Charles Andrain terdapat lima obyek dalam sistem politik
yang memerlukan legitimasi agar suatu sistem politik tetap berlangsung
dan fungsional,22 yaitu : masyarakat (komunitas) politik, hukum, lembaga
politik, pemimpin politik, dan kebijakan.
Yang dimaksud dengan legitimasi terhadap komunitas politik
adalah kesediaan para anggota masyarakat dari berbagai kelompok yang
berbeda latar belakang untuk membentuk suatu komunitas. Apabila
komunitas tersebut melakukan berbagai perlawanan dan ingin membentuk
22 Charles Andrain, Political Life and Social Change : An Introduction to Political Science,
(California : Wadworth Publishing Company Inc. 1970), hal.213-216
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masyarakat baru (separatisme) maka legitimasi terhadap komunitas politik
dianggap masih sangat rendah. Sehingga legitimasi terhadap hukum,
lembaga politik, pemimpin politik dan kebijakan politik juga dianggap
rendah.
Kurangnya dukungan terhadap komunitas politik akan
menyebabkan masalah dalam penciptaan identitas masyarakat atau
disebut juga krisis identitas. Sedangkan kurangnya dukungan terhadap
hukum yang berlaku maka masyarakat akan mengalami krisis konstitusi.
Manakala dukungan terhadap lembaga politik semakin menurun maka
akan terjadi krisis kelembagaan. Krisis kepemimpinan akan terjadi pada
masyarakat yang tidak mempercayai legitimasi para pemimpin politik,
sehingga mempengaruhi kebijakan pemimpin yang menimbulkan krisis
kebijakan. Dengan demikian sistem politik akan menghadapi krisis
legitimasi. Krisis legitimasi dapat terjadi karena beberapa prinsip,23 yaitu :
1. kewenangan beralih pada prinsip yang lain, artinya kewenangan
yang selama ini digunakan tidak lagi diakui oleh masyarakat,
masyarakat telah menemukan prinsip kewenangan yang dianggap
lebih baik, sehingga pemimpin yang mendasari diri dengan
kewenangan yang lama tidak akan mendapatkan dukungan lagi
dari masyarakat.
2. Terjadi persaingan yang tajam dan tidak sehat diantara elit yang
berkuasa, sehingga terjadi perpecahan dalam tubuh pemerintahan.
23 Haryanto, Kekuasaan Elit : Suatu Bahasan Pengantar, (Yogyakarta : Jurnal Ilmu Politik
Universitas Gajah Mada. 2005 ) hal. 160-161
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3. Pemerintah tidak dapat memenuhi janjinya sehingga menimbulkan
keresahan dan kekecewaan di masyarakat dan berimbas pada
memudarnya dukungan kepada pemerintah.
4. Sosialisasi kewenangan mengalami perubahan.
2.5. Kerangka pemikiran
Sistem stratifikasi sosial yang menetapkan status Uwa’
sebagai pemimpin tertinggi dalam masyarakat Tolotang
berdasarkan legitimasi oleh sejarah kekuasaan dan kehormatan
yang diberikan pada Uwa’ yang menempatkannya pada struktur
teratas di masyarakat Tolotang. Uwa’ yang menduduki jabatan-
jabatan strategis dan mempunyai pengaruh untuk memerintah
orang lain dalam lingkup masyarakat Tolotang yang juga
merupakan salah satu sumber kekuatan politik.
Kekuatan politik pemimpin adat seperti Uwa’juga didapatkan
dari kemampuannya memengaruhi masyarakat Tolotang, serta
kepercayaan masyarakat Tolotang atas kepemimpinan Uwa’
dengan pola hubungan bapak dan anak, dengan menggunakan
pengaruh dan sumber daya untuk memberikan perlindungan,
keuntungan, kepada seorang dengan status lebih rendah atau
dalam hal ini masyarakat Tolotang.
Pengaruh ketua adat dalam penelitian ini bergelar uwa yang
berpengaruh pada tiap perumusan peraturan pamerintahan desa
setempat dan pilihan masyarakat dalam politik, sebagai contoh
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pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Sidrap.
Masyarakat Tolotang termasuk pemilih tradisional, jadi ketika Uwa’
atau Uwa’tta  sebagai pemimpin adat mengambil pilihan politiknya,
maka masyarakat Amparita mengikuti pilihan politik dari Uwa’
sesuai nilai-nilai budaya Tolotang yang tercatat dalam lontara
sebagai kitab suci mereka, dimana ini merupakan  pedoman
masyarakat dan para pemimpin dalam kehidupan sehari-hari.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis
pengaruh pemimpin adat Tolotang dalam menentukan pilihan
politik para pengikutnya pada Pemilihan Kepala Daerah 2013
Kabupaten Sidrap. Penulis dalam menganalisis masalah penelitian
menggunakan konsep Kekuatan Politik,Elit Tradisional,






















Pada bab ini Penulis menguraikan beberapa aspek dalam metode
penelitian, di antaranya: lokasi penelitian, tipe dan dasar penelitian,
sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, yang
diuraikan sebagai berikut:
3.1. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sidrap, kelurahan Amparita,
tepatnya yang merupakan tempat bermukim masyarakat Tolotang, lokasi
tersebut sengaja dipilih karena penulis asumsikan merupakan daerah
yang cukup banyak terdapat komunitas Towani Tolotang, sehingga
penulis memperoleh data mengenai masalah yang diteliti.  Adapun hal lain
yang menjadi pertimbangan untuk memilih Uwa’ sebagai fokus penelitian
karena Uwa’ sebagai pemimpin adat masih di ikuti oleh masyarakat
Tolotang dimana perintah atau larangan seorang Uwa’ sebagai pemimpin
adat sangat dipatuhi oleh masyarakatnya sehingga pilihan politik seorang
pemimpin adat bisa berpengaruh besar untuk diikuti oleh masyarakat
Tolotang.
3.2. Tipe dan Dasar penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif–analitis yakni penelitian yang di
arahkan untuk menggambarkan dan argumen yang tepat. Penelitian yang
dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang
ada, yaitu gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.
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Tujuan penelitian deskriktif adalah untuk membuat penjelasan secara
sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dinamika politik yang
ada di lingkungan masyarakat Tolotang. Penelitian yang dilakukan
memberikan gambaran mengenai pengaruh politik pemimpin adat Uwa’
pada pemilihan umum tahun 2013 di Sidrap.
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dimana kajiannya
merupakan fenomena empirik di lapangan yang meliputi berbagai hal
pengumpulan data lapangan, seperti life history, pengalaman pribadi,
wawancara dengan informan terkait seperti uwa dan masyarakat
Amparita, pengamatan, sejarah Tolotang, teks visual,dan sebagainya
yang berkaitan dengan masyarakat Tolotang24.
Pengumpulan data pada penelitian ini tidak bersifat kaku akan
tetapi senantiasa disesuaikan dengan keadaan atau fenomena di
lapangan. Dengan demikian hubungan antara peneliti dengan apa yang
diteliti tidak dapat dipisahkan. Validitas data sangat ditentukan oleh
penelitinya, oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti berupaya untuk
selalu cermat, tanggap dan mampu memberi makna fenomena yang
terjadi di lapangan dengan karakteristik tersebut. Selain itu ada 2 hal
penelitian kualitatif yang mendorong penelitian ini, yakni25:
1. Melalui penelitian kualitatif realitas yang terjadi di lapangan
dapat terungkap secara mendalam dan mendetail.
24Denzin dan Lincoln (1994:1-3)dalam “Metode, Teori, Teknik, Penelitian Kebudayaan hal.86
25Rudiansyah hal.5 dalam Yusuf, Muhammad “Reproduksi Status Tradisional Dalam Praktik Politik
di Kabupaten Wajo hal 19
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2. Penelitian kualitatif dapat menemukan makna dari suatu




Data Primer adalah data yang diperoleh Penulis dilapangan,
melalui observasi, pertimbangan digunakan teknik ini adalah bahwa apa
yang orang katakan seringkali berbeda dengan apa yang ia lakukan,
dalam melakukan observasi tersebut, Penulis menggunakan alat
perekam, Data ini peroleh dari Uwa’, masyarakat setempat tokoh
masyarakat, dan kepala desa  dengan memberikan beberapa pertanyaan
dan merekam pembicaraan yang kami lakukan.
3.3.2. Data sekunder
Data sekunder merupakan data yang relevan, Penulis selain turun
kelapangan juga melakukan telaah pustaka yakni mengumpulkan data
dari buku, skripsi, jurnal, koran dan sumber informasi lainnya yang erat
kaitannya dengan kekuatan politik Uwa’
3.4. Penentuan Informan
Dalam penentuan informan Penulis menggunakan tehnik
probability, tehnik ini melibatkan pengambilan acak dari suatu populasi
sehingga penulis dapat menemukan informan kunci yang terpilih meliputi
pihak berikut:
1. Pemimpin adat Tolotang (Uwa’)
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2. Masyarakat Tolotang
3. Tokoh masyarakat Kecamatan Tellu Limpoe
4. Kepala Desa Toddang pulu dan  kepala Desa Baula
3.5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam
penelitian ini yaitu wawancara mendalam dan arsip/dokumen
3.5.1. Wawancara Mendalam (interview)
Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara
dengan beberapa informan terpilih, untuk memperoleh pemahaman
penjelasan, peneliti menggunakan wawancara tidak berstruktur
sehubungan dengan hal tersebut peneliti dalam melaksanakan
wawancara  mengunakan bahasa lokal.
3.5.2. Arsip/Dokumen
Arsip atau dokumen mengenai berbagai informasi dan hal yang
berkaitan dengan fokus penelitian merupakan sumber data yang penting
dalam penulisan. Dokumen yang dimaksud dapat berupa dokumen tertulis
gambar atau foto, film audio-visual, data statistik, tulisan ilmiah yang dapat
memperkarya data yang dikumpulkan jadi pada saat penelitian Penulis
mengambil beberapa gambar pada saat penelitian baik pada waktu
wawancara dan kondisi pada saat itu.
3.6. Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan kajian objektif dari hasil yang didapatkan
di lapangan dan dilakukan pada waktu yang bersamaan dengan proses
34
pengumpulan data secara terus menerus. Sebelum memasuki tahapan
teknis dalam menganalisa data, perlu dijelaskan tentang triangulasi data,
yaitu proses mengkombinasikan hasil yang didapatkan dilapangan pada
saat melakukan penelitian dan digabung dengan kemampuan peneliti
dalam mengkaji data yang berhasil didapatkan dilapangan secara objektif
serta memakai teori-teori yang dianggap mampu menjadi pedoman dalam
melakukan analisis terhadap permasalahan.
Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif (grounded).
Penulis membangun kesimpulan penelitiannya dengan cara
mengabstraksikan data-data empiris yang dikumpulkan dari
lapangan.Kemudian mencari pola-pola yang terdapat dalam data tersebut.
Analisis data dalam penelitian kualitatif tidak perlu menungguh sampai
proses pengumpulan data selesai dilaksanakan. Analisis data
dilaksanakan secara pararel pada saat proses pengumpulan data, dan
dianggap selesai manakala peneliti merasa telah mencapai titik jenuh
profil data dan telah menemukan pola aturan yang dicari. Jadi analisis
data adalah proses menyederhanakan data dalam bentuk yang lebih
mudah dibaca dan diinterpretasikan.
Penelitian data kualitatif ada teknik-teknik dalam melakukan
analisis meskipun tidak ada panduan baku untuk melakukan analisis data,
namun secara umum dalam teknik analisis data terdapat komponen-
komponen yang selalu ada seperti pengumpulan data, kategori data, dan
kesimpulan akhir. Ketiga teknik inilah yang akan dipakai oleh peneliti
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untuk menganalisa data tentang kekuatan politik pemimpin adat Tolotang
Amparita.
Penelitian data sebagai komponen dalam teknik analisis data
dalam penelitian kualitatif merupakan tahapan yang penting karena
berkaitan dengan fokus dalam suatu penelitian. Pada tahapan
pengumpulan data alat bantu yang di perlukan berupa
tape,recorder,kamera yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data-
data dari hasil wawancara. Pada tahapan wawancara Penulis harus
mampu memilah data yang relevan dengan fokus penelitian dan
menyederhanakan data yang dikumpulkan dengan cara mengikat konsep-
konsep atau kata kunci sehingga memudahkan Penulis untuk
menganalisis data.
Pada tahapan selanjutnya adalah kesimpulan akhir dimana data
yang telah dikumpulkan melalui tahapan wawancara dan penyederhanaan
data akan diolah menjadi bentuk penelitian deskriptif kualitatif sehingga
tidak perlu lagi ada penambahan data baru karena data yang diperlukan




GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
4.1 Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk
Sebelum dimekarkan wilayah Amparita meliputi; Baula, Toddang
Pulu, Arateng serta Amparita dengan jumlah penduduk yang sangat
padat. Dengan adanya pemekaran maka dengan sendirinya penduduk
Kelurahan Amparita berkurang. Menurut hasil Sensus yang dilakukan oleh
BKKBN Kabupaten Sidenreng Rappang bulan Juni 2012 jumlah penduduk
Kelurahan Amparita sebanyak 3.723 jiwa, dengan perincian 1.720 laki-
laki, dan 2.603 jiwa perempuan (sumber data: Kantor Lurah Amparita,04
juli 2016).
Penyebaran penduduk terkonsentrasi pada tempat yang berada di
dekat jalan raya dan Pasar Amparita. Tingkat pendidikan di kelurahan
Ampparita bisa dikatakan bervariasi, hal itu dapat dilihat dari Keadaan
Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan
Table 1
Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
NO. TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH
1 Sekolah Dasar 1.419 orang
2 SLTP/MTs: 1.497 0rang
3 SMU 429 orang
4 SI 13 orang
5 S2 2 orang
Sumber Data: Kantor Lurah Amparita, 04 juli 2016
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Dalam lapangan pekerjaan masyarakat Amparita lebih banyak yang
berprofesi sebagai petani, hal ini disebabkan oleh kondisi alam yang
memang berada di daerah agraris, selain petani ada juga yang berprofesi
sebagai PNS, TNI/POLRI dan sisanya adalah pekerja swasta dan tukang.
Dapat dilihat Jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan.
Tabel 2
Jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan.
NO. PEKERJAAN JUMLAH
1 PNS 53 orang
2 TNI/POLRI 10 0rang
3 SWASTA 5 orang
4 TUKANG 9 orang
5 PETANI 2.549 orang
(sumber data: Kantor Lurah Amparita, 04 juli 2016)
Kelurahan Amparita yang tepat letaknya berada di wilayah
Kecamatan Tellu Limpoe, memiliki potensi ekonomi yang relatif sama
dengan kegiatan ekonomi di daerah lain. Dimana wilayah Kelurahan
Amparita tidak jauh dari dari pusat ekonomi di Kecamatan Terllu Limpoe
yang berada di sekitar jalan Raya dan Berhadapan dengan Pasar
Amparita sangat mendukung sektor ekonomi pada msyarakat tersebut.
Meski sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian namun
terdapat pula pekerja swasta atau perdagangan.
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Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat Amparita dan
dibarengi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, tekhnologi
khususnya informasi dan komunikasi membawa perubahan dalam
kehidupan masyarakat tanpa mempengaruhi perilaku mereka yang sesuai
dengan kepercayaan yang mereka anut yaitu Towani Tolotang.
4.2. Pilkada Kabupaten Sidrap Tahun 2013
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun
tahun 2013 untuk masa periode tahun 2013-2018 telah dilakasanakan
pada  Kamis, 29 agustus 2013 dengan melakukan serangkaian tahapan-
tahapannya, mulai tahapan persiapan, pemuktahiran data, pendaftaran
pemilih, pencalonan, kampanye, pemmungutan suara, dan perhitungan
suara, diakhiri dengan penetapan, pelantikan dan pengambilan sumpah
Bupati dan Wakil Bupati.
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang merupakan
pemilihan langsung ke-2 dalam sejarah demokrasi lokal di bumi Nene
Mallomo ini. Dimana dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terpilih
diharapkan memiliki legitimasi yang kuat karena mendapat mandat
langsung dari Warga Sidenreng Rappang sebagi pemegang kedaulatan
politik. Tingkat legitimasi Bupati dan Wakil Bupati ditentukan  oleh kualitas
penyelengrran pemilu dan besarnya partisipasi pemilih, Warga Sidenreng
Rappang.
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2013,
diikuti oleh tujuh pasang calon yaitu:
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1. Muh. Saleh S Ali dan Andi Sukri Baharman. Pasangan ini diusung
partai PKB, PKNU, PKPB, Pelopor, PDIP, PPPI, dan PPDI. Muh.
Saleh merupakan Deputi Spimnas LAN RI tahun 2001 dan 2003
dan merupakan guru besar Fakultas Pertanian Unhas. Sementara
Andi Sukri merupakan Ketua DPRD Sidrap.
2. Rafiddin Hamoes dan Bahari Parawansa. Pasangan ini merupakan
calon perseorangan. Rafiddin merupakan staf khusus Dirjen
Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian
Perindustrian Republik Indonesia. Sementara Bahari berlatar
belakang PNS Pemda Sidrap (Sekretaris Dinas Cipta Karya).
3. Andi Faisal Ranggong dan Sunarto Ngatek. Pasangan ini diusung
partai PNBK, PPRN, PAKAR PANGAN, PDK, Gerindra. Andi Faisal
berlatar belakang PNS (Sekretaris Bappeda Kabupaten Sidrap).
Sunarto merupakan wiraswasta.
4. Andi Walahuddin Habib dan Yuriadi Abadi. Pasangan ini
merupakan calon perseorangan. Andi Walahuddin merupakan
Kabid Manajemen Pemerintahan Makassar. Yuriadi merupakan
Auditor Ahli Madya Kementerian Dalam Negeri (Inspektorat
Jenderal Kementerian).
5. Husni Zainal dan Doddin T. Pasangan ini merupakan calon
perseorangan. Husni Zainal merupakan Staf Badan Kesban Linmas
Kab. Sidrap. Doddin pernah menjabat Wakapolres Polman Tahun
2009-2013.
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6. Rusdi Masse dan Dollah Mando diusung Partai Golkar, PAN, PPP,
PBB, PKS, PKPI, PBR. Rusid Masse merupakan Bupati Sidrap saat
ini, sementara Dollah Mando merupakan wakil bupati Sidrap saat
ini.
7. Insan Parenrengi Tanri dan Kemal Baso Cammi diusung Partai
Demokrat dan Hanura. Insan dan Kemal sama-sama
berlatarbelakang wiraswasta.
Pada pemilihan kepala daerah Kepala Kabupaten Sidrap Tahun
2013 diketahui penulis bahwa pasangan nomor urut 3 yaitu Andi Faisal
Ranggong dan Sunarto Ngatek yang berasal dari Amparita yang
merupakan masyarakat Tolotang bahkan merupakan salah satu Uwa’
yang sangat disegani di kecamata Tellu limpoe, dari data yang ditemukan
penulis dalam laporan akhir KPU Kabupaten Sidrap, Andi Faisal
Ranggong dan Sunarto Ngatek memperoleh 2896 suara di Kecamatan
Tellu Limpoe. Lebih kecil dibandingkan perolehan suara yang didapatkan
pasangan nomor urut 6 yaitu Rusdi Masse dan Dollah Mando dengan
perolehan suara 6873 suara di Kecamatan Tellu Limpoe yang akhirnya
terpilih menjadi Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Sidrap periode 2013-
2018.
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4.3. Dinamika Kehidupan Politik
Tahun 1965-1966, adalah tahun-tahun kelabu menimpa
masyarakat Tolotang . Bahkan khusus tahun 1966, komunitas ini
dianggap tahun yang mengharu-biru. Sepanjang tahun itu, Towani-
Tolotang meniti waktu yang sangat sulit. Pada tahun 66 itulah komunitas
ini secara terstruktur, massif dan sistematis mengalami penyingkiran
dalam arti sesungguhnya. Entah kebetulan atau tidak, tahun itu pula, di
Sulsel ini, pembersihan terhadap segala sesuatu yang berbau PKI
digencarkan. Jadilah penyingkiran dan kekerasan terhadap komunitas
Towani-Tolotang ini dibingkai dalam suasana batin pembasmian terhadap
segala yang terkait atau dikait-kaitkan dengan PKI.
Bupati yang memimpin saat itu, Sapada Mapangile, tepat pada
tanggal 4 Februari 1966, mengeluarkan empat keputusan yang mengedor
Towani-Tolotang di Sidrap : Pertama; Tidak mengakui Tolotang sebagai
agama tersendiri di Kabupaten Sidrap, Kedua ; Setiap penganut Tolotang
yang akan melakukan perkawinan, rujuk dan thalaq, harus mendaftarkan
diri di KUA setempat dan sesuai dengan UU no 22/1964.Jo UU no
23/1954, yaitu dilakukan secara Islam atau menurut peraturan pencatatan
yang berlaku dalam Negara RI, Ketiga; Di larang melakukan perkawinan,
thalaq dan ruju secara liar dan tidak di daftarkan. Keempat;
Memerintahkan pada seluruh Kecamatan di Sidrap untuk melakukan hal-
hal tersebut26
26 Atho Mudzar, “Mesjid dan Bakul Keramat, dalam Agama dan Realitas Sosial hal 45
42
Bupati Sapada Mappangile ini berakhir masa kepemimpinannya di
Sidrap pada tahun 1966. Berakhirnya kepemimpinan Sapada, bukanlah
kabar gembira bagi Towani-Tolatang. Pergantian pemimpin lokal , tidak
serta merta merubah kebijakan yang diskriminatif itu. Bupati penerus,
yaitu Arifin Nu’man, nyatanya mengeluarkan aturan yang seirama dengan
keputusan pendahulunya. Bahkan tak hanya setali tiga uang, surat
Keputusan Arifin waktu itu dianggap memporak-porandakan kehidupan
yang damai komunitas Towani-Tolotang.
surat keputusan yang dikeluarkan bupati Arifin, adalah keputusan
No.AGA/21/1/VII/1966 tentang larangan kepercayaan Tolotang di
Kabupaten Sidrap. Selanjutnya di susul dengan surat Bupati Sidrap AGA
2/II/II/14 Mei 1966 yang ditujukan kepada Kecamatan Tellu Limpoe agar
menginstruksikan ke penganut keyakinan Towani-Tolotang agar seluruh
kegiatan melalui prosedur pendaftaran MTR sebagai ketetapan UU
No.22/1946/Jo UU No 32.1954/MTR. Di mana dalam ketentuan UU ini,
pelaksanakan pendaftaran itu dilakukan secara Islam. Instruksi Bupati ini
jelas memerintahkan ke pemerintah Kecamatan setempat untuk
menyelenggarakan kehidupan masyarakat Towani-Tolotang dengan cara-
cara Islam. Mulai dari proses kelahiran, perkawinan dan penyelenggaraan
kematian. Ini juga berarti Towani-Tolotang tidak akan diberikan pelayanan
sebagai warga Negara jika segenap prosesi kehidupannya tidak mengikuti
cara-cara Islam. Bupati Sidrap juga mengeluarkan instruksi BKDH Sidrap
NO AGA/IV/VIII/25 Oktober 1966. Di sini Ia menginstruksikan kepada para
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penghulu agar menghentikan segala bentuk kegiatan dari tradisi atau adat
istiadat dari komunitas Towani-Tolotang dalam bentuk apapun juga.
Aturan ini jelas upaya terstruktur untuk mencerabut Towani-Tolotang dari
keyakinan dan menggulung segenap kebudayaan mereka.27
Aturan Bupati ini di dukung oleh militer setempat. Dandim 14015
sidrap mengeluarkan Radio gram, yaitu NO T 100/1966/27 september
1966 tentang kewajiban Towani-Tolotang memiliki salah satu agama.
Meski aturan dari militer setempat ini tidak menyuruh untuk memilih Islam,
namun jelas radiogram ini sama dengan menyuruh Towani-Tolotang tidak
lagi pada posisi meyakini kepercayaan lokal. Dukungan lain datang dari
organisasi Islam, seperti Muhammadiya. Departemen Agama setempat
juga mengeluarkan pernyataan bahwa Tolotang bukanlah agama. Gayung
bersambut ini, membuat langkah pemerintah daerah setempat untuk
menggiring Towani-Tolotang ke agama tertentu, semakin mantap.
Menghadapi situasi pelik ini, Komunitas Towani-Tolotang lalu
berunding. Mereka mencari jalan keluar dari kekisruhan ini. akhirnya
disepakati mereka harus berjuang mempertahankan eksistensi mereka
sebagai Towani-Tolotang. Heru mencatat dalam tulisannya: “Tolotang;
Narasi Kecil yang Terlupakan (2010)”; surat resmi tentang perlakukan
diskrimantif terhadap mereka, dikirimkan ke DPRGR/MPRS di Jakarta.
Surat lain juga dilayangkan ke presidium kabinet Ampera untuk meminta
perlindungan dari tindakan pemaksaan tersebut.
27 Wawancara dengan Uwa’ Sunarto 27, Juli 2016 pukul: 10:00
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Satu tim yang dipimpin oleh Tayyeb dan Makkutengeng juga
berangkat ke Jakarta, mereka akan menghadap ke beberapa petinggi
Negara untuk mengadukan persoalan yang mereka hadapi. Segera
setelah itu, pihak Departemen Agama pusat di bawah komando KH
Zaifuddin Zuhri mengirim surat ke pemerintah Sidrap. Surat DEPAG
PM/II/794/19 April 1966 menyatakan bahwa masalah Towani-Tolotang
sedang dalam penelitian DEPAG. Karena itu komunitas ini belum bisa
dipastikan sebagai penganut Islam atau tidak. Surat ini disusul dengan
surat DEPAG/B/III/3/1519/22 Juli 1966 yang dengan tegas melarang
adanya unsur paksaan dalam memilih agama. Surat dari DEPAG pusat
itu mengobati luka komunitas Towani-Tolotang. Sampai saat ini mereka
masih mengenang sosok seorang menteri yang bernama KH Zaifuddin
Zuhri. Menteri yang Kyai ini dianggap memberikan perlindungan ke
segenap umat beragama, termasuk kepada mereka saat itu. Bagi mereka
sikap Menteri Agama, K.H Zaifuddin Zuhri adalah sikap bijak seorang
toleran, yang memberikan kesejukan di saat yang lainnya justru
memberikan tekanan.
Hasil kajian Departemen Agama saat itu, khususnya Dirjen Bimas
Hindu, akhirnya menentukan kehidupan Towani-Tolotang yang berliku.
Mereka dianggap memiliki kemiripan dengan ajaran Hindu. Akhirnya
keluarlah keputusan Dirjen Bimas Hindu No.2/1996 yang disempurnakan
dengan Keputusan no.6/1966 bahwa Towani-Tolotang bagian dari Hindu.
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Bagi komunitas Towani-Tolotang, hasil kajian itu tentu saja tidak
mencerminkan keyakinan mereka, namun mereka bulat dan rela
menerima keputusan tersebut. Adanya persamaan beberapa ajaran
antara Hindu dan Towani-Tolotang dirasa sudah cukup mendekatkan
mereka. Lagi pula kelak di kemudian hari, pilihan ke Hindu ini juga cukup
strategis. Mereka tetap bebas menjalankan keyakinan Towani-Tolotang.
Hindu tidak memberikan penekanan untuk melaksanakan ajaran Hindu
yang mainstream.
Keputusan Departemen Agama itu langsung diprotes oleh
beberapa kalangan. Musyawarah Daerah I Muhammadiyah pada bulan
November 1966 menuntut agar keputusan Departemen Agama itu di
cabut. KAPPI Sidrap dan Perti Sidrap juga menolak keputusan tersebut.
Bupati dan DPR GR juga secara tegas menolak. Bahkan mengirimkan
surat ke kejaksaan agung pada 8 Oktober 1966 untuk membubarkan
kepercayan Towani-Tolotang. Gubernur Sulsel juga mengirimkan surat ke
Depag dan Depdagri agar membatalkan keputusan tersebut. Alasannya
hal itu bisa membangkitkan sisa-sisa PKI.
Dalam suasana yang kacau itu, digelarlah satu operasi langsung
oleh pihak militer. Mereka turun lapangan ke komunitas Towani-Tolotang
dalam satu operasi yang disebut dengan Malilu Sipakainge
(Mappakainge). Dipimpin oleh Kapten Asep Marwan dari Kodam XIV
Hasanuddin, mereka mulai menyasar komunitas ini dalam rangka
menghentikan semua kegiatan yang dianggap berbau tradisi atau
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kepercayaan Towani-Tolotang. Inilah puncak ketegangan yang dialami
oleh komunitas Towani Tolotang. Masa ini betul-betul suram bagi
komunitas masyarakat Tolotang Cerita muram bertebaran terkait dengan
Operasi Mappakaingeini. Launge Setti, seorang tokoh Towani-Tolotang,
menuturkan kisah pedih tentang orang-orang Towani-Tolotang yang
ditangkap karena dianggap teguh pada keyakinan ketolotanan mereka.
Sebagaian yang lain harus melarikan diri karena ketakutan ditangkap dan
khawatir dipaksa untuk meninggalkan ajaran leluhurnya. Uwa Narto, yang
juga tetua adat Towani-Tolotang juga menuturkan bagaimana orang-orang
Towani-Tolotang dilarang menyelenggarakan perkawinan dalam tradisi
dan keyakinan mereka. Gendang untuk acara adat berhenti di tabuh, riuh
perayaan masemppa (tradisi baku hantam kaki) lenyap, senyap ditelan
ketakutan ya ng mencekam. Alat-alat upacara mereka di hancurkan.
Perlengakapan ritual dimusnahkan. Kebiasaan ritual tahunan di
pariyameng ditiadakan.
Tidak hanya sekadar pelarangan keyakinan Towani-Tolotang,
pemaksaan menjadi Islampun dilancarkan. Uwa Narto bertutur, dalam
satu peristiwa, seorang Towani- Tolotang yang baru saja meninggal dan
telah dimaqamkan, di gali kembali kuburannya. Mereka ‘dipaksa’ untuk
menyelenggarakan jenazah tersebut dengan cara-cara Islam, setelah itu
baru kembali dikuburkan.28
28 Wawancara dengan Uwa’ sunarto 27, juli 2016 pukul 10:30
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Karena peristiwa inilah beberapa orang Towani-Tolotang akhirnya
memilih untuk memeluk agama Islam. Disinilah muncul istilah Tolotang
Benteng. Satu istilah yang memberikan penanda pada orang-orang
Tolotang yang akhirnya menyerah pada keadaan, takluk terhadap
tekanan. Sementara bagi mereka; para pemberani, yang berhasil
menyintas dalam keyakinan, identitas Towani-Tolotangpun disematkan.
Beberapa orang bahkan memaknai kata Towani itu sebagai para
pemberani. Towani yang mulanya sekadar menunjukkan tempat asal usul,
kini telah menjadi identitas politik. Mereka mengkode ulang tentang
ketowanian sebagai para penyintas keyakinan Towani-Tolotang.
4.4. Sejarah Tolotang
Menurut asal usulnya, Penganut Tolotang percaya bahwa manusia
pertama dibumi ini sudah musnah. Adapun manusia yang hidup sekarang
adalah manusia periode kedua, setelah manusia pertama musnah. Suatu
ketika, PatotoE (Dewata SeuwaE) tertidur lelap. Ketiga pengikutnya yang
dipercayakan menjaganya, yakni Rukkelleng, Rumma Makkapong dan
Sangiang Jung, pergi mengembara ke dunia lain. Ketika mereka sampai di
bumi, ketiganya melihat bahwa ada dunia kosong. Sekembalinya dari
pengembaraan, ketiganya bertemu dengan PatotoE, lalu menceritakan
pengalaman yang mereka saksikan, bahwa masih ada dunia yang
kosong. Mereka usulkan agar diutus seseorang untuk tinggal di dunia
kosog itu. Rupanya PatotoE tertarik dengan cerita tersebut. PatotoE lantas
berunding dengan istrinya Datu Palinge dan seluruh pimpinan di negeri
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Kayangan. Setelah istrinya setuju, maka diutuslah Batara Guru turun ke
bumi.
Masyarakat sekarang menyebutnya Batara Guru sebagai
Tomanurung. Setelah beberapa lama di bumi, Batara Guru merasa
kesepian. Ia minta agar diturunkan satu manusia lagi ke bumi. Maka
turunlah I Nyili Timo, putri dari Riseleang. Batara Guru kemudian kawin
dengan I Nyili Timo. Hasil dari perkawinannya tersebut membuahkan
seorang putra, namanya Batara Lettu. Setelah Batara Lettu dewasa, ia
kemudian dikawinkan dengan Datu Sengngeng, putri dari Leurumpesai.
Hasil perkawinannya melahirkan dua anak kembar, satu putra dan satu
putri. Yang putra bernama Sawerigading sedangkan yang putri bernama I
Tenriabeng. Tetapi hanya Sawerigading yang diakui sebagai manusia
yang luar biasa, karena banyak memberikan ajaran kepahlawanan.
Sawerigading kemudian kawin dengan I Cudai, salah seorang putri raja
dari Cina. Hasil perkawinannya membuahkan seorang anak, yang
bernama Lagaligo. Pada masa Sawerigading, negeri makin aman.
Penduduk sangat tunduk pada perintahnya. Setelah Sawerigading
meninggal, masyarakat tambah kacau. Terjadi pertengkaran dimana-
mana hingga banyak menelan korban. Peristiwa tersebut membuat
Dewata SeuwaE marah. Dewata lantas menyuruh semua manusia agar
kembali ke asalnya, maka terjadilah dunia kosong. Setelah sekian lama
dunia kosong, PatotoE kembali mengisi manusia di bumi ini sebagai
generasi kedua.
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Manusia yang diturunkan oleh PatotoE inilah yang akan
meneruskan keyakinan yang dianut oleh Sawerigading sebelum dunia
dikosongkan oleh PatotoE. Manusia periode kedua yang diturunkan
Dewata PatotoE ini, tidak mengetahui betul keyakinan yang diajarkan oleh
Sawerigading. Dalam keyakinan penganut Tolotang, ajaran Dewata
SeuwaE itu diturunkan sebagai Wahyu.
Wahyu dari Dewata selanjutnya diturunkan pada La Panaungi. La
Panaungi kembali mendengar suara dari atas Kayangan : Berhentilah
bekerja, terimalah ini yang saya katakan. Akulah DewataE, yang berkuasa
segala-galanya. Aku akan memberikan keyakinan agar manusia selamat
di dunia dan hari kemudian. Akulah Tuhanmu yang menciptakan dunia
dan isinya. Keyakinan yang harus kamu anut adalah Toani. Tetapi
sebelum kuberikan wahyu, bersihkanlah dirimu.
Setelah wahyu ini diterima, sebarkanlah pada anak cucumu. Suara
itu turun tiga kali berturut-turut. Untuk membuktikan keyakinan yang
diberikan itu, DewataE kemudian membawa La Panaungi ke tanah tujuh
lapis dan ke langit tujuh lapis untuk menyaksikan kekuasaan DewataE
pada dua tempat, yakni Lipu Bonga, yang merupakan tempat bagi orang-
orang yang mengikuti perintah DewataE menurut ajaran Towani, juga
tempat orang-orang yang melanggar keyakinan Towani. Ajaran yang
diterima oleh La Panaungi ini kemudian disebarkan pada penduduk,
hingga banyak pengikutnya. Pokok-pokok kepercayaan Tolotang yang
diajarkan adalah : Dewata SeuwaE, hari kiamat di hari kemudian (Lino
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Paimeng), yang menerima wahyu dari Dewata SeuwaE dan kitab suci
(lontaraq). Hari kemudian terdapat di Lipu Bonga sebagai tempat orang-
orang taat perintah DewataE.
Ajaran Tolotang sama sekali tidak mengenal konsep neraka, nasib
manusia sepenuhnya digantungkan pada Uwatta. Dalam ajaran Tolotang,
pengikutnya dituntut mengakui adanya Molalaleng yakni kewajiban yang
harus dijalankan oleh pengikutnya. Kewajiban dimaksud adalah :
Mappianre Inanre, yakni persembahan nasi/makanan yang
dipersembahkan dalam ritus/upacara, dengan cara menyerahkan daun
sirih dan nasi lengkap dengan lauk pauk ke rumah uwa dan uwatta.
Ajaran Tolotang bertumpu pada 5 (lima) keyakinan, yakni : 1.
Percaya adanya Dewata SeuwaE, yaitu keyakinan adanya Tuhan Yang
Maha Esa 2. Percaya adanya hari kiamat yang menandai berakhirnya
kehidupan di dunia 3. Percaya adanya hari kemudian, yakni dunia kedua
setelah terjadinya kiamat 4. Percaya adanya penerima wahyu dari Tuhan
5. Percaya kepada Lontara sebagai kitab suci Penyembahan To Lotang
kepada Dewata SeuwaE berupa penyembahan kepada batu-batuan,
sumur dan kuburan nenek moyang.
Masyarakat Tolotang terdapat 2 (dua) kelompok, yaitu Kelompok
Benteng dan Kelompok To Wani To Lotang. Kedua kelompok ini memiliki
tradisi yang berbeda dalam beberapa prosesi, misalnya dalam prosesi
kematian dan pesta pernikahan. Bagi Kelompok Benteng, tata cara
prosesi pernikahan dan kematian sama dengan tata cara dalam agama
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Islam. Sedangkan tata cara kematian kelompok To Wani To Lotang
berupa pemandian jenazah yang kemudian dibungkus dan dilapisi dengan
menggunakan daun Sirih. Untuk prosesi pernikahan Kelompok To Wani
To Lotang dilaksanakan di hadapan Uwatta, yakni pemimpin ritual yang
masih merupakan keturunan langsung dari pendiri To Wani To Lotang.
Bagi Kelompok To Wani To Lotang, ritual Sipulung yang dilaksanakan
sekali dalam setahun mengambil tempat di Perrynyameng yang
merupakan lokasi kuburan I Pabbere. Pada waktu tersebut masyarakat To
Wani To Lotang membawa sesajian berupa nasi dan lauk pauk yang
diyakini merupakan bekal di hari kemudian. Dimana semakin banyak
sesajian yang dibawa, maka semakin banyak pula bekal yang akan
dinikmati di hari kemudian. Bagi Kelompok Benteng, ritual Sipulung
dilaksanakan di sumur PakkawaruE, dimana pada siang hari masyarakat
berkumpul di kediaman Uwatta dan barulah pada malam hari
melaksanakan prosesi Sipulung. Prosesi Sipulung berupa pembacaan
lontaraq oleh Uwatta, dimana masyarakat yang hadir pada saat itu
memberikan daun Sirih dan Pinang kepada Uwatta.
4.5. Agama Dan Kepercayaan Masyarakat Tolotang
Agama memberikan motivasi kepada masyarakat untuk
menghidupkan rasa gotong royong. Harmonisasi hubungan dalam
keluarga rasa hormat-menghormati, dan motivasi lainnya yang ada dalam
masyarakat. Agama dapat memberikan motivasi bagi masyarakat agar
mereka dapat berusaha dalam hal pembangunan ekonomi keluarga
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sehingga mereka dapat memelihara kesejahteraan rumah tangga baik dan
tepat. Berbicara tentang agama, mayoritas dari penduduk masyarakat
Kelurahan Amparita ini menganut kepercayaan towani Tolotang. Dan itu
sangat nampak dalam pelaksanaan agama yang dianut dalam bentuk
perilaku di kehidupan sehari-hari.
Towani Tolotang merupakan salah satu kelompok sosial dimana
menurut asal usulnya bukanlah penduduk asli Amparita. Asal-usul nenek
moyang Tolotang, berasal dari desa Wani di Kabupaten Wajo. Istilah
Tolotang sepakat dipakai oleh raja Sidenreng sebagai panggilan kepada
pengungsi yang baru datang di negerinya. To (tau) dalam bahasa bugis
berarti orang, sedangkan lotang dari kata lautang yang berarti sebelah
selatan Amparita, yang merupakan pemukiman pendatang. Jadi Tolotang,
artinya orang-orang yang tinggal di sebelah selatan kelurahan Amparita,
sekaligus menjadi nama aliran kepercayaan mereka.
Addattuang Sidenreng sebelum menerioma kelompok pendatang
dari desa Wani, terlebih dahulu menyepakati perjanjian yang dikenal
dengan Ade’ Mappura Onroe yang pokok isinya adalah Ade’ Mappura
Onroe, Wari Riattutui, Janci Ripaaseri, Rapang Ripannennungeng,
Agamae Ritwnrei Mabbere. Adat sidenreng tetap harus utuh dan harus
ditaati, keputusan harus dipelihara dengan baik, janji harus ditepati, suatu
keputusan yang berlaku harus dilestarikan, agama Isalam harus
diagungkan dan dilaksanakan.
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Empat dari lima perjanjian tersebut diterima secara utuh, kecuali isi
perajanjian terakhir, hanya diterima dua yakni pelaksanaan pernikahan
dan pengurusan jenasah, itu pun tidak menyeluruh sebagai mana dalam
ajaran Islam. Komunitas Tolotang di Amparita terbagi atas dua kelompok
besar yakni, Towani Tolotang dan Tolotang Benteng. walaupunTolotang
terbagi menjadi dua kelompok besar, namun dalam sistem kepercayaan
tidak terdapat perbedaan yang mendasar.
Praktek pelaksanaan tata cara peribadatan dan sistem
kepercayaan berbeda dengan sistem ajaran Hindu bahkan cenderung ke
ajaran Islam. Penganutan terhadap suatu agama mereka tetap akui tetapi
dalam hati paham agama yang asli tetap dipertahankan. Kepercayaan
Tolotang bersumber dari kepercayaan Sawerigading sebagai mana
paham masyarakat bugis pada umumnya. Meskipun orang-orang
Tolotang bukanlah penduduk asli Amparita, tetapi mereka termasuk suku
Bugis yang memiliki sejarah, budaya, adat istiadat dan bahasa yang sama
dengan kebanyakan suku Bugis.
4.6. Adat Istiadat
Adat istiadat ini sangat penting dalam masyarakat, dimana adat-
istiadat atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang masih menonjol
terlihat dari kegiatan-kegiatan sakral seperti, perkawinan, upacara
kelahiran, upacara kematian, dan kegiatan-kegiatan sakral lainnya yang
terkait dengan kepercayaan masyarakat Towani Tolotang.
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Selain itu adat istiadat menjadi sebuah ritual yang tentu tidak
terlepas dari agama yang kemudian dianut oleh masyarakat Amparita
yaitu kepercayaan Towani Tolotang, dimana konsep-konsep kegiatan
yang sakral dilaksanakan sesuai dengan ajaran agamanya.
Upacara Adat To Lotang dilakukan oleh masyarakat To Lotang
yang dilaksanakan di Bulu (Gunung) Lowa, berada di poros Kota
Pangakajene dengan Kota Soppeng dan terletak di Amparita Kecamatan
Tellu Limpoe. Daerah ini merupakan lokasi upacara adat Perrynyameng.
Ritual tersebut dilakukan sekali setahun (Bulan Januari), dengan waktu
pelaksanaan harus dimusyawarahkan oleh tokoh-tokoh (Uwa) Tolotang.
Ritual adat dilaksanakan karena adanya pesan dari Perrinyameng.
Apabila telah menghembuskan napas terakhirnya maka anak cucunya
harus datang menziarahinya sekali setahun.
Penyiraman minyak bau (berbau harum) oleh Uwa, atraksi
Massempe (permainan adu kekuatan kaki). Semua pengikut sealiran dari
berbagai desa/kota berkumpul dengan berpakaian serba putih-putih,
sarung dan tutup kepala (kopiah hitam) untuk para laki-laki, sedangkan
untuk perempuan mengenakan pakaian seperti kebaya. Pada saat ritual
upacara, mereka duduk bersila di atas tikar tradisional dengan penuh
hikmat dan keheningan serta konsentrasi pemusatan jiwa dan raga
kepada sang pencipta (Dewata SeuwaE). Selanjutnya dilanjutkan dengan
penyembahan oleh Uwa, ditandai dengan penyiraman minyak bau
(minyak berbau wangi-wangian) pada batu leluhur yang sangat
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disakralkan, kemudian dilanjutkan kegiatan Massempe.  Pengabdian
kepada Dewata Sewwae melalui wakil mereka yaitu Uwa yang disebut
molalaleng berupa kewajiban yang harus dijalankan. Kewajiban ini berupa
ritual seperti; mappenrei nanre sebagai bekal dihari akhirat, kewajiban
semacam ini juga dilaksanakan pada saat melaksanakan pernikahan,
acara kematian dan kelahiran bayi, disamping itu ada juga ritual tudang
sipulung biasanya hal ini dilakukan ketika akan memulai sebuah
pekerjaan. Pada umumnya kegiatan tersebut dikenal dengan istilah
makkasiwiang (beribadah).
Upacara mappenrei nanre adalah sebuah bentuk peribadatan
kepada Tuhan dengan melalui perantara Uwa atau Uwatta, secara harfiah
mappenrai nanre adalah menaikkan nasi atau membawa nasi kerumah
Uwa atau Uwatta, maksudnya suatu bentuk peribadatan dengan
menyarahkan nasi lengkap dengan lauknya yang terdiri dari lima macam;
Salonde, Tumpi-tumpi, bajabu bale, dan manuk mallibu (ayam yang
dimasak dalam keadaan utuh). Penyerahan ini dilakukan di rumah Uwa
atau Uwatta, dengan posisi saling berhadapan, kalau dulunya
persembahan diletakkan dalam bakul-bakul khusus yang dibuat dari daun
lontar dianyam segi empat, atasnya berbentuk bundar lengkap dengan
penutupnya.
Malinoswski berpendapat bahwa upacara merupakan sarana untuk
mengungkapkan perasaan pribadi secara kolektif dengan cara yang
direstui masyarakat, dan upacara upacara seperti ini sering dilaksanakan
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pada masyarakat yang hidup dari pertanian. Upacara tersebut
menunjukkan sikap hormat pada sang pencipta dan keseburan di dalam
alam di mana manusia hidup dan bergantung (Haviland, 1993).
Seiring dengan perkembangan jaman dalam hal tempat yang
dipakai untuk mappenrei nanre bukan lagi bakul yang terbuat dari daun
lontar melainkan panic kembang berukuran besar. Dalam hal jumlah
berapa banyak yang harus diserahkan tidak ada ketentuan khusus, hal ini
tergantung pada kemampuan serta keihklasan seseorang, yang pasti
semakin banyak jumlah yang dipersembahkan semakin besar pula pahala
yang akan diterima dihari kemudian.
Persembahan yang dilakukan oleh Towani Tolotang belumlah
dianggap sempurna bila tidak disertai rekko ota (daun sirih yang dibentuk
dengan lipatan khusus), hal ini merupakan lambang pemberitahuan
kepada Dewata Sewwae bahwa seseorang akan menyarahkan nasi
sebagai sajian untuk pengabdian, demikian juga sebaliknya daun sirih
tanpa nasi tidak dapat diterima. Sesajen yang diserahkan kepada Uwa
atau Uwatta setelah dibacakan doa keselamatan dalam bahasa bugis
sebagian akan dikembalikan kepada orang yang member sesajen itu
untuk dimakan secara bersama-sama dan sisanya ditinggal untuk Uwa
atau Uwatta, sementara daun sirih diserahkan kepada orang yang
memberikan sesajen untuk kemudian dijadikan sebagai penagkal kesialan
57
atau jimat-jimat untuk keselamatan, daun sirih itu dipercayai sangat
ampuh. 29
Tudang Sipulung, yakni duduk berkumpul bersama melakukan ritus
pada waktu tertentu guna meminta keselamatan pada Dewata. Sipulung,
berkumpul sekali setahun untuk melaksanakan ritus tertentu di kuburan I
Pabbere di Perrinyameng. Biasanya dilakukan setelah panen sawah tadah
hujan.
Menyangkut kejadian manusia, Tolotang juga mengenal empat
unsur kejadian manusia, yakni tanah, air, api dan angin. Dalam acara
ritual, keempat unsur tersebut disimbolkan pada empat jenis makanan
yang lebih dikenal dengan istilah Sokko Patanrupa (nasi empat macam).
Yakni nasi putih diibaratkan air, nasi merah diibaratkan api, nasi kuning
diibaratkan angin dan nasi hitam diibaratkan tanah. Itulah sebabnya,
setiap upacara Mappeanre atau Mappano Bulu, sesajiannya terdiri dari
Sokko Patanrupa. Sebelum La Panaungi meninggal, ia sempat berpesan
untuk meneruskan ajaran yang ia terima dari DewataE dan minta agar
pengikutnya berziarah ke kuburannya sekali setahun. Itulah sebabnya,
kuburan La Panaungi telah banyak diziarahi pengikutnya setiap saat.
Bentuk kegiatan social dalam kehidupan Towani Tolotang juga
merupakan peribadatan kepada Dewata, besar kecilnya partisipasi
29 agama sebagai konsep sosialtowani Tolotang di kabupaten Sidrap relion as social concept of towani Tolotang
in Sidrap district ahmad faisal hajji program pascasarjana universitas negeri makassar 2004
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anggota masyarakat terhadap suatu kegiatan akan mempengaruhi
kehidupan mereka kelak dikemudian hari.
Penganut Towani Tolotang juga mempercayai adanya hari kiamat
yang disebut asolangeng lino, kehancuran alam, dimana semua manusia
akan mati kemudian dibangkitkan kembali untuk mempertanggung
jawabkan segala perbuatannya pada masa hidup di dunia.
Dalam system kepercayaan Towani Tolotang terdapat ritual yang
harus dijalankan sebagai bentuk kepercayaan manusia kepada Tuhan.
Sistem upacara ini sendiri tidak lain merupakan tingkah laku yang
berkaitan dengan kemampuan di luar kekuatan manusia, dan sistem
pewarisan keyakinan ini diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya.
Malinowski berpendapat bahwa upacara atau ritual yang dilakukan
merupakan sarana untuk secara kolektif mengungkapkan perasaan
pribadi dengan cara yang direstui oleh masyarakat, sambil menjaga
persatuan dan menghindari terjadinya perpecahan dalam masyarakat.
Ritual yang dilakukan tiap tahunnya dimaksudkan untuk menghormati
kekuatan Pencipta dan kesuburan di dalam alam sebagai tempat
bergantungnya kehidupan manusia.
Keikutsertaan dalam kegiatan ritual yang memperkuat keterlibatan
kelompok, keikutsertaan juga merupakan latihan untuk menghadapi
situasi yang kritis serta memperkuat sikap penyadaran diri pada kekuatan
supernatural, yang dengan mudah dapat digerakkan dalam keadaan
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tegang yang menuntut agar orang tidak mudah menyarah pada
kegelisahan dan ketakutan.
Jarak lokasi upacara adat dengan Kota Pangkajene sebagai
ibukota kabupaten sekitar 7 Km. Dalam konteks budaya To Lotang,
mereka sangat menghormati makam tua Pammasetau. Makam Tua
Pammasetau merupakan makam bagi ummat kepercayaan To Lotang
yang dijadikan sebagai tempat ritual dan penyembelihan hewan untuk
maksud-maksud tertentu (nazar). Pada umumnya kuburan yang ada batu
nisannya masih berupa batu alami (batu sungai) yang bentuknya besar-
besar. Makam ini terletak di Desa Cenrana Kecamatan Panca Lautang.
Jarak dari Kota Pangkajene sekitar 28 Km dan untuk sampai ke lokasi
makam telah dibangun jalan pengerasan dari jalan poros Kota
Pangkajene dengan Kota Soppeng. Untuk sampai ke lokasi makam
dengan menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat.
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BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bab ini menguraikan hasil penelitian mengenai keabsahan dari
kharisma pemimpin adat uwa pada lingkungan sosial dan  pengaruh
pemimpin adat uwa di masyarakat towani Tolotang pada saat pemilu.
Pembahasan ini akan dijabarkan dengan model deskriptif terhadap fakta-
fakta yang ditemukan oleh peneliti di lapangan berupa dokumentasi dari
wawancara mendalam dari para informan dan selanjutnya akan dianalisis
menggunakan teori dan konsep yang relevan sesuai dengan kerangka
konseptual pada bab sebelumnya.
Gambaran dari berbagai informasi yang tidak terlepas dari sikap,
perilaku, dan partisipasi individu. Setiap individu memiliki orientasi pada
situasi politik yang mereka peroleh dari pengetahuan maupun
pengalaman dan dipengaruhi oleh perasaan keterlibatan, kesadaran
pengeluaran atau pemasukan dalam kelompok, dalam hal ini yang
dimaksud adalah kelompok adat. Situasi politik itu sendiri memiliki
cakupan yang sangat luas antara lain respon emosional, dukungan atau
sikap apatis, kesadaran bahwa ada keterkaitan politik dengan kelompok
etniknya. Informan kunci tersebut adalah tokoh masyarakat dan
masyarakat sekitar yang berada di suku tersebut. Selain itu, untuk
memahami sikap, perilaku dan partisipasi masyarakat saat pemilu
sehingga kita bisa mengetahui peran pemimpin adat Tolotang saat pemilu
dan terbentuklah sebuah kekuatan politik seorang pemimpin adat
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Tolotang Penulis juga melakukan wawancara dengan informan yang telah
dipilih, hasil data tersebut diolah sebagai data primer dalam penelitian ini,
Selanjutnya penulis menggunakan tekhnik analis data kualitatif untuk
mendeskripsikan kekuatan politik pemimpin adat Tolotang atau Uwa’
sehingga penulis menarik kesimpulan mengenai dinamika politik di
kelurahan Amparita, Kabupaten Sidrap.
Pemaparan mengenai gambaran serta peranan Uwa’ dalam
pemilukada kabupaten Sidrap akan dibahas sebagai berikut :
5.1. Legitimasi Uwa’
Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain menuju
tercapainya tujuan. Kepemimpinan yang berhasil ditentukan oleh
kemampuan seorang dalam mempengaruhi gagasan, perasaan, sikap dan
perilaku orang lain.30 Kepemimpinan merupakan perwujudan kepribadian
seseorang yang tercipta karena adanya kondisi kelompok kedua:
hubungan kekuasaan dimana ada satu pihak yang mempunyai hak untuk
menentukan perilaku pihak lain ketiga: saling pengaruh pribadi antara
pemimpin dan yang dipimpin: keempat; upaya, untuk menjadikan orang-
orang sadar tentang apa yang sepatutnya mereka lakukan.
Konsep kekuasaan dalam pandangan Weber dapat membantu
memahami alasan banyak elit penguasa dalam upaya mencari kekuatan
politik. Dalam konteks kekuasaan itu sendiri dibedakan dari yang
mendapat legitimasi atau yang memperoleh pengakuan dari masyarakat,
30 Bogardos (1934) dalam Muhammad. Urgensi dan Relevansi Kepemimpinan Lokal Terhadap
Perubahan Sosial Petani di Indonesia. Diskursus Jurnal Ilmu Politik Vol.I/No.2/Tahun 2010, hal 14.
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yang disebut dengan otoritas, di satu pihak dan dominasi yang lain yang
dilakukan atas dasar monopoli di tengah konstalasi berbagi kepentingan.
Legitimasi kekuatan dalam suatu masyarakat, tidak akan terlepas
dari kepemimpinan seorang elit sebagai motor penggeraknya. Karena
sepanjang sejarah peradaban manusia, gerak hidup dan dinamika
kekuasaan sedikit banyak tergantung pada sekelompok kecil manusia
penyelenggara organisasi (minoritas elit), bahkan dapat dikatakan
kemajuan umat manusia datangnya dari sejumlah kecil orang-orang
istimewa yang tampil ke depan. Orang-orang ini adalah perintis, pelopor,
ahli-ahli pikir, pencipta dan ahli organisasi. Sekelompok orang-orang
istimewa inilah yang disebut pemimpin. Oleh karenanya kepemimpinan
seorang merupakan kunci dari langgengnya kekuasaan.
Para pemimpin dalam menjalankan tugasnya tidak hanya
bertanggungjawab kepada atasannya dan tercapainya tujuan organisasi,
mereka juga bertanggung jawab terhadap masalah-masalah internal
organisasi termasuk di dalamnya tanggung jawab terhadap
pengembangan dan pembinaan sumber daya  manusia. Secara eksternal,
para pemimpin memiliki tanggungjawab sosial kemasyarakatan atau
akuntabilitas publik.
Legitimasi tentunya berkaitan dengan masyarakat menerima dan
mengakui hak moral pemimpin untuk membuat dan melaksanakan
keputusan yang mengikat masyarakat atau tidak. Apabila masyarakat
menerima dan mengakui hak moral pemimpin untuk membuat dan
63
melaksanakan keputusan yang mengikat masyarakat maka kewenangan
ini di kategorikan berlegitimasi. Maksudnya, legitimasi merupakan
penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin
untuk memerintah, membuat dan melaksanakan keputusan politik. Hal ini
sejalan dengan apa yang ditemukan oleh penulis di lapangan yang
diutarakan oleh Sunarto Ngenek selaku pemimpin PHDI (Parasada Hindu
Dharma Indonesia), bahwa:
“Daerah di Kabupaten Sidrap terdapat masyarakat Tolotang yang
dimana Tolotang ini berbeda dengan aspek pamerintahan yang di
kabupaten Sidrap pada umumnya. Tolotang dalam aspek
pamerintahan dipimpin oleh uwatta dan dalam menjalankan
pamerintahannya di kawasan adat Tolotang di bantu uwa yang
berfungsi sebagia penyambung informasi yang disampaikan oleh
uwatta. Dimana  kedudukan pemimpin adat uwa sangat dihormati
bahkan bisa dikatakan sebagai pengganti Tuhan di dunia, yang
keberadaanya sangat  dihormati oleh masyarakat”31
Seperti uraian informan di atas sesuai dengan konsep legitimasi
Gaetano Mosca, yang mengatakan bahwa pengakuan terhadap
keberadaan elit yang dapat dinyatakan sebagai suatu legitimasi ini
diistilahkan sebagai suatu ‘political formula’ yang maksudnya adalah
terdapatnya suatu keyakinan yang menunjukkan mengapa “the rullers”
dipatuhi kepemimpinannya.32 Sehingga, keberadaan Uwa’ sebagai elit
tradisional dianggap sebagai “the rullers” dalam kehidupan masyarakat
Tolotang yang menjadikan kepemimpinan Uwa’ diyakini oleh masyarakat
Tolotang. Masyarakat adat Tolotang merupakan komunitas adat yang
dipimpin oleh Uwatta itu sendiri dan dibantu oleh Uwa’ yang mempunyai
31 Wawancara penulis dengan Uwa’ Sunarto 28, juli 2016 pukul: 12:08
32 Mark N. Hagopian, Regimes, Movements and Ideologies, dalam Haryanto, Kekuasaan Elit :
Suatu Bahasan Pengantar. (Yogyakarta : Fisipol Universitas Gadjah Mada, 2005), hal.145
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tugas dan fungsi masing-masing dalam pemerintahan di masyarakat
Tolotang.
Uwa’ berarti sebuah gelar bagi seseorang yang diakui dan diangkat
oleh masyarakat sebagai pemimpin tertinggi dalam masyarakat Tolotang
di Amparita. Uwa’ diangkat dan diakui sebagai pemimpin/Bapak yang
dituakan oleh masyarakatnya. Uwa’ dituakan bukan karena usianya, tetapi
dituakan karena Uwa’ mempunyai pandangan luas serta pengetahuan
yang mendalam mengenai nilai-nilai yang secara terus menerus
direproduksi oleh komunitas masyarakat adat Tolotang itu sendiri,
disamping itu, sebagai orang yang bergelar Uwa’ ini haruslah memiliki
persyaratan-persyaratan tertentu yang diperlukan oleh masyarakat yang
dipimpinnya. Penulis menemukan di lokasi penelitian, bahwa masyarakat
Tolotang menganggap Uwa’ merupakan sosok yang memiliki kelebihan
dibandingkan dengan masyarakat Tolotang pada umumnya. Seperti yang
dikemukakan oleh Sunarto Ngenek yang juga merupakan salah satu
Uwa’, yang mengatakan :
“Uwa’ adalah sosok yang didengar dan dituruti, yang oleh
pengikutnya dipandang sebagai dewa atau Tuhan yang harus
dipuja. Uwa’ adalah manusia biasa yang dalam kalangan
pengikutnya mempunyai kelebihan, misalnya jiwa spritual yang
tinggi, uwa juga dipilih berdarkan garis keturunan sebelumnya, dan
dipilih berdasarkan sifat kewibawaanya.”33
Wawancara di atas memberikan penjabaran mengenai gambaran
legitimasi yang dimiliki oleh Uwa’, bahwa daya penerimaan masyarakat
33 Wawancara penulis dengan Uwa’ Sunarto, 28, juli pukul: 12:20
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terhadap hak moral pemimpin untuk membuat dan melaksanakan
keputusan yang mengikat masyarakat maka kewenangan ini dikatakan
berlegitimasi. Sehubungan dengan konsep dominasi tradisional yang
ditawarkan oleh Max Weber yang menyatakan, bahwa dominasi
tradisional mendasarkan pada tradisi yang ada dan berlaku di tengah-
tengah masyarakat yang bersangkutan. Legitimasi yang diperoleh elit
tentu saja didasarkan pada tradisi yang ada dan berlaku. Dalam dominasi
tradisional dapat diketemukan massa dengan kepercayaan yang mapan
terhadap kesucian tradisi yang ada. Sehingga pada gilirannya individu-
individu yang terpilih sebagai pemimpin yang berkuasa bukan dilihat dari
kharisma atau kemampuan yang dimilikinya, tetapi semata-mata atas
dasar kesepakatan bersama anggota-anggota masyarakat yang sudah
mentradisi.34
Konsep dominasi tradisional milik Max Weber, analisis penulis
bahwa legitimasi yang dimiliki Uwa’ diperoleh berdasarkan tradisi yang
berlaku di lingkungan masyarakat Tolotang, yang dimana masyarakat
Tolotang menganut kepercayaan Tolotang. Pemimpin adat dalam hal ini
Uwa’ terpilih bukan berdasarkan kharisma melainkan berdasarkan tradisi
yang berlaku di lingkungan masyarakat Tolotang sebagai penganut
kepercayaan Tolotang. Garis keturunan menjadi hal yang penting untuk
terpilih menjadi seorang Uwa’ dalam lingkungan masyarakat Tolotang,
34 Max Weber, Legitimate Domination, dalam Haryanto, op.cit., hal.145-146
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dan hal tersebut telah menjadi tradisi dan  berlaku  dalam kepercayaan
Tolotang.
Masyarakat Tolotang memberikan legitimasi pada kewenangan
pemimpin yang memerintah berdasarkan tradisi yang berlaku, sehingga
legitimasi yang diperoleh pemimpin adat Uwa’ juga memiliki pengaruh
dalam kondisi Pilkada Kabupaten Sidrap Tahun 2013. Pengaruh
Pemimpin Adat Uwa dalam Pilkada di Kabupaten Sidrap akan dibahas
pada sub bab selanjutnya.
5.2. Pengaruh Pemimpin Adat Uwa  pada Masyarakat Tolotang
dalam Pilkada Kabupaten Sidrap Tahun 2013
Penelitian ini ditemukan bahwa Uwa’ memiliki pengaruh dalam
Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sidrap Tahun 2013. Telah dijelaskan
sebelumnya bahwa Uwa’ telah diberikan legitimasi oleh masyarakat
Tolotang, sehingga apapun yang dikatakan oleh Uwa’ memiliki legitimasi
secara religius maupun legitimasi secara eliter, sehingga Uwa’ sangat
memiliki peran yang sentral dalam kehidupan masyarakat Tolotang.
Pengaruh Pemimpin Adat Uwa’ pada masyarakat Tolotang dalam
Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sidrap Tahun 2013, tentunya sangat
besar, dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, bahwa
pengaruh yang dimiliki Uwa dalam Pilkada Kabupaten Sidrap Tahun 2013,
yakni: Posisi Uwa’ sebagai pemimpin Adat Masyarakat Tolotang dan
dalam Pemilihan Kepala Daerah Sidrap Tahun 2013. Dua hal tersebut
akan diuraikan lebih lanjut pada pembahasan selanjutnya.
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5.2.1. Posisi Uwa’ sebagai Pemimpin Adat Masyarakat Tolotang
Elit menurut Suzan Keller35, golongan elit tradisional itu termasuk
mereka yang berhasil menjadi pemimpin berdasarkan adat istiadat,
pewaris atau budaya lama. Elit ini tidak seharusnya statis dan tidak
bertentangan dengan kemajuan barat, kuasa elit tersebut berdasarkan
tradisi, keluarga dan agama. Jika, menggunakan konsep elit tradisional
menurut Suzan Keller, maka pemimpin adat Uwa’ tergolong sebagai elit
tradisional.
Lebih lanjut lagi masyarakat Tolotang menganggap bahwa Uwa’
bukan hanya di anggap sebagai pemimpin atau sebatas raja saja, Uwa’
oleh masyarakat Tolotang dianggap sebagai orang tua bahkan pengganti
tuhan dibumi. Seperti yang di jelaskan beberapa informan; wa kunnang 40
tahun masyarakat Tolotang
“Uwa’ untuk kita itu sudah dianggap mi raja untuk masyarakat
Tolotang, uwa itu banyak memberikan pedoman pedoman bersifat
keagamaan yang sangat dipercaya oleh ummat. ‘Apa nabilang itu
uwa itu tommi diikuti’. Uwa, merupakan orang tua kami, pengaruh
Uwa’ sangat besar pada kami anak-anaknya.”36
Pernyataan Wa Kunnang tersebut sebagai bukti penjabaran bahwa
pemimpin di masyarakat Tolotang yakni, Uwa’ tergolong tipe
kepemimpinan paternalistik, yang disebabkan hubungan Uwa’ dengan
masyarakat Tolotang layaknya hubungan Bapak/Ibu kepada anak.
Senada dengan yang diutarakan informan lainnya, yaitu Sangka 30 tahun
mengatakan :
35 Keller, Suzanne dalam Penguasa dan Kelompok Elit, Peranan Elit Penentu dalam Masyarakat Modern.
Op.cit.
36 Wawancara penulis dengan wa Kunnang 28, juli 2016 pukul 13:00
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“Uwa merupakan orang yang sangat dipercaya dalam lingkungan
kami, uwa pemimpin adat yang mengatur segala tata cara hidup
masyarakat Tolotang baik itu norma-norma yang mengatur segala
kehidupan masyarakat, uwa juga sebagai simbol pengganti tuhan,
uwa mengetahui apa yang terjadi dalam masyarakat Tolotang”37
Uwa sunarto yang merupakan salah satu Uwa’ di masyarakat Tolotang
menambahkan, bahwa:
“Uwa’ ditempatkan pada posisi yang sangat terhormat bahkan
sangat disucikan karana Uwa’ bisa dikatakan wakil tuhan didunia,
saking sakral uwa  ketika berhadapan kita masyarakat Tolotang
mulai dari cara duduk misalnya rumahnya uwa memiliki beranda
umat harus duduk bersilah di bawah dan tidak boleh duduk dalam
satu garis lurus, harus atas dan bawah, pesan-pesan yang
disampaikan uwa kepada umat sepertinya dalam tatanan yang
sudah baku dalam adat tidak boleh serta merta ada tantangan dan
sanggahan sepertinya memiliki kharisma yang cenderung mutlak,
ketika disampaikan oleh uwa pada umatnya, yang merupakan
kewajiban dalam menghadapi uwa dalam komunikasi”38
Hasil wawancara terhadap beberapa masyarakat tersebut
membuat penulis mendapat gambaran mengenai kekuasaan yang dimiliki
pemimpin adat Uwa’. Dalam pandangan Alfan Alfian39 bahwa pola
hubungan pemimpin-pengikut dalam pola paternalistik dikatakan bahwa
pemimpin yang dominan. Pengikut tidak bisa melawan apa yang
dikatakan oleh pemimpin. Pola hubungan paternalistik pemimpin dianggap
sebagai sosok arif dan bijaksana, yang selalu dimintai petunjuk serta
37 Wawancara penulis dengan Sangka 29, juli 2016 pukul, 17:12
38 Wawncara penulis dengan Uwa’sunareto yang merupakan ketua Parisada Hindu Dharma
Indonesia (PHDI) 24, juni 2016 pukul, 14:29
39 Alfan Alfian, Wawasan Kepemimpinan Politik, Perbincangan Kepemimpinan di Ranah
Kekuasaan. (Penjuru Ilmu Sejati Bekasi,2016) hal, 575
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bimbingan para anak buahnya atau pengikutnya untuk mencapai tujuan
yang diharapkan pemimpin.40
Analisis penulis mengenai posisi Uwa’ sebagai pemimpin adat
dengan melihat pola hubungan antara pemimpin-pengikut. Dapat
dikatakan bahwa Uwa’ tergolong sebagai pemimpin paternalistik, yang
disebabkan pemimpin (Uwa’) diibaratkan sebagai bapak/ibu sedangkan
bawahan (masyarakat Tolotang) adalah anak, sehingga dalam paradigma
paternalistik bapak/ibu (pemimpin) memiliki tanggung jawab untuk
menaungi sang anak. Di sisi lain, Legitimasi yang diperoleh Uwa’ berasal
dari kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada Uwa’ berdasarkan
aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat Tolotang yakni, kitab yang
digunakan oleh suku to lotang yaitu lontara atau Sure Galigo. Selain itu
mereka yang mendapat legitimasi sebagai tokoh adat atau dalam hal ini
Uwa’, adalah mereka yang dipilih sesuai aturan yang ada misalnya;
Dikalangan Uwa masih terdapat lapisan yang menempati kedudukan
tertinggi dalam masyarakat, hal ini diukur berdasarkan apa yang disebut
oleh mereka dengan istilah ‘tiwi bunga’ untuk kalangan ini memakai gelar
Uwatta Battoae, dan hal ini berpindah berdasarkan garis keturunan.
Penjelasan-penjelasan tentang legitimasi elit tradisional dan
Konsep kekuasaan diatas dapat mengantar kita memahami sejauh mana
kekuatan-kekuatan Uwa’ membawa pengaruh ke masyarakat tolotatang,
dan juga memahami alasan mengapa Aktor politik menjadikan komunitas
40 ibid
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masyarakat Tolotang sebagai suatu kelompok yang memiliki kekuatan
politik untuk mengantar calon Bupati dalam Pilkada 2013 menuju kursi
kekuasaannya.
Kepemimpinan Paternalistik pemimpin Uwa’ tidak hanya
berlangsung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Tolotang.
Kepemimpinan paternalistik Uwa’ juga berlangsung pada kegiatan politik
seperti pemilihan kepala daerah. Pada Pilkada Kabupaten Sidrap Tahun
2013 tergambarkan pola kepemimpinan paternalistik Uwa’, seperti yang
diungkapkan oleh Wa Jamal 30 tahun, Kepala Desa Toddang Pulu:
“Iya (kami) diarahkan, jika pimpinan dalam hal ini Uwa’ sebagai
orang tua kami. Jika beliau (Uwa’) mengatakan A maka kami juga
memilih A. Memilih apakah calon sejalan dengan pemikiran Uwa’
maka itu yang kami pilih...”41
Secara konsep, tipe kepemimpinan ini banyak terdapat di
lingkungan masyarakat yang masih bersifat tradisional, umumnya di
masyarakat yang agraris.42 Kelurahan Amparita yang tergolong masih
bersifat tradisional, baik dari pekerjaan masyarakatnya maupun pola
hubungan antara pemimpin adat  dan masyarakatnya sehingga hal
tersebut adanya kesesuaian dengan hasil wawancara penulis dengan Wa
Jamal di atas yang menggambarkan, bahwa dalam Pilkada Kabupaten
Sidrap Tahun 2013 masyarakat juga mengikuti pilihan dari pemimpin adat
Uwa’.




Dengan posisi Uwa’ sebagai pemimpin adat di lingkungan
Masyarakat Tolotang membuat Uwa’ memiliki pengaruh yang besar dalam
kehidupan sehari-hari maupun kehidupan politik masyarakat Tolotang.
Pengaruh yang dimiliki oleh pemimpin adat Uwa’ tidak lepas dari legitimasi
yang telah diberikan kepada pemimpin adat Uwa’, sehingga legitimasi
yang telah diberikan oleh masyarakat mempermudah Uwa’ dalam
mempengaruhi masyarakat Tolotang dalam Pemilihan Kepala Daerah






Uwa’ telah diberikan legitimasi oleh masyarakat Tolotang, sehingga
apapun yang dikatakan oleh Uwa’ memiliki legitimasi secara religius
maupun legitimasi secara eliter, sehingga Uwa’ sangat memiliki peran
yang sentral dalam kehidupan masyarakat Tolotang. Pengaruh Pemimpin
Adat Uwa’ pada masyarakat Tolotang dalam Pemilihan Kepala Daerah
Kabupaten Sidrap Tahun 2013, tentunya sangat besar, dari hasil
penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.
Peranan uwa sebagai pemimpin adat memberikan kekuasaan
penuh kepada Uwa’ pada masyarakat Tolotang. Kekuasaan yang ia miliki
secara langsung menghasilkan kepatuhan penuh masyarakat
terhadapnya. Kepatuhan masyarakat terhadap Uwa’ menjadikannya
sebagai elit penentu dalam kehidupan masyarakat Amparita.
Posisi Uwa’ sebagai pemimpin Adat Masyarakat Tolotang, posisi
uwa sebagai pemimpin adat, Uwa tergolong sebagai pemimpin
paternalistik, yang disebabkan pemimpin (Uwa’) diibaratkan sebagai
bapak/ibu sedangkan bawahan (masyarakat Tolotang) adalah anak,
sehingga dalam paradigma paternalistik bapak/ibu (pemimpin) memiliki
tanggung jawab untuk menaungi sang anak. Di sisi lain, Legitimasi yang
diperoleh Uwa’ berasal dari kepercayaan yang diberikan masyarakat
kepada Uwa’ berdasarkan aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat
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Tolotang yakni, kitab yang digunakan oleh suku to lotang yaitu lontara
atau Sure Galigo.
Proses Pilkada yang berlangsung di Kabupaten Sidrap, membawa
peran serta pemimpin adat di masyarakat Amparita. Hal tersebut
disebabkan karena Uwa’ memiliki kapasitas dalam membentuk karakter
memilih masyarakat. Peranan tokoh masyarakat tersebut kemudian
menjadi perhatian elit-elit politik guna sebagai mesin pendongkrak suara
pada setiap pemilihan umum, karena sosok seorang pemimpin adat
merupakan sosok yang bisa di dengar oleh masyarakat Tolotang.
6.2. Saran
1. Dalam konteks politik di harapkan Uwa’ menjadi seorang pemimpin
adat yang tidak berpihak pada satu calon kandidat. Hal ini di
karenakan Uwa’ merupakan pemimpin  adat yang bisa mendongkrak
suara masyarakat Amparita.
2. Diharapakan masyarakat untuk menjadi seorang pemilih yang cerdas
yang dapat menyaring segala bentuk mobilisasi. Dan terkhusus bagi
masyarakat Amparita diharapkan untuk memilih berdasarkan
kesepakatan bersama bukan hanya berpegang pada keinginan satu
pihak. Dalam konteks politik di harapkan Uwa’ menjadi seorang
pemangku adat yang tidak berpihak dalam satu calon kandidat. Hal ini
di karenakan Uwa’ merupakan pemangku adat yang bisa
mengkosolidasi suara masyarakat Amparita.
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